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PRAKATA 
 
Buku ini ditulis dengan maksud memberikan gambaran 
kepada pembaca, bahwa konsep resilient city merupakan 
konsep pengembangan kota berbasis sistem kebencanaan. 
Sistem tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang 
bersifat present (saat terjadi bencana), tetapi juga 
menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi 
sebelum dan sesudah bencana, sehingga konsep ini 
tentunya dapat diterapkan secara kontekstual 
sebagaimana penulis yang berlatar belakang pendidikan 
sebagai Perencanaan Kota dan Arsitektur. Resilient City 
merupakan sebuah konsep komprehensif yang memuat 
sistem software dan harware pada perencanaan dan 
pengembangan kota yang konteks/fenomenanya terjadi 
secara berbeda-beda (heterogen) pada Kota-Kota di 
Indonesia. Konsep ini masih dalam proses pengembangan 
dan membutuhkan komitmen serta upaya yang optimal 
dari semua stakeholder. 
 
Buku ini akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan 5 
pilar resilient city merujuk dari RAP (Resilient Action 
Plan) yang dipublikasi oleh Organisasi dunia United 
Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2020. 
di Indonesia sendiri, terdapat kementerian dan lembaga 
yang mengatur soal kebencanaan, salah satunya Badan 
Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), namun lembaga 
tersebut masih fokus pada indikator Kelembagaan dan 
Pendanaan sehingga belum secara optimal terkoneksi 
dengan program-program yang dilakukan oleh 
kementerian lain dalam konteks sistem kebencanaan. 
Sehingga RAP dianggap penting karena memuat 5 pillar  
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yang sekaligus akan dibahas dalam buku ini antara lain 
Tata Kelola Perkotaan, Perencanaan Kota dan 
Lingkungan, Infrastruktur dan Layanan Dasar, Ekonomi 
Perkotaan & Masyarakat serta Manajemen Risiko 
Bencana.  
 
Oleh karena itu, masing-masing kontributor pada buku ini 
akan membahas sub-sub topik berdasarkan bidang 
keahlian (expertise) yang dirangkum dalam 5 pilar RAP. 
Buku ini ditulis menggunakan metode desk study dan 
dielaborasi oleh masing-masing penulis, serta mengikuti 
tahapan dan format penulisan yang sama. 
 
Harapan dari terwujudnya buku ini adalah memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif kepada semua aktor 
atau stakeholder dalam melihat isu kebencanaan dari 
perspektif Perencanaan Kota dan Arsitektur serta 
bagaimana seharusnya sistem resiliensi mulai dibentuk. 
Akhirnya, buku ini diharapkan dapat mendorong dan 
memperkaya wawasan pembaca khususnya pelaksana 
kebijakan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk 
dapat menyusun indikator pada tahap perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi 
dalam satu kerangka sistem ketahanan kota-kota di 
Indonesia menghadapi ancaman bencana sebelum, pada 
saat dan sesudah terjadinya bencana. 
 
Jakarta & Manado, September 2023 
 
Tim Penulis 
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1. Pentingnya pentahelix-development Dalam 

Tata Kelola Perkotaan Berkelanjutan 
Oleh Daniel Mambo Tampi 

 

"It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others 

to succeed." – Napolean Hill 

 

Laju disrupsi di berbagai aspek kadang tidak sejalan dengan 

kecepatan preventif yang dapat memastikan kestabilan suatu 

bidang. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya suatu 

pemikiran monodisiplin sehingga menimbulkan segmentasi 

pada bidang-bidang tertentu atau bahkan timpang. Pada era 

kini, diperlukan beberapa sudut pandang (multidisiplin) 

untuk menyelesaikan satu persoalan, tujuannya agar 

pertimbangan-pertimbangan telah dikaji secara 

komprehensif. Dalam konteks tata kelola perkotaan 

berkelanjutan, persoalan perkotaan tidak akan selesai apabila 

penanganan hanya dilakukan oleh salah satu sektor yang 

dapat saja menimbulkan persoalan baru di sektor yang lain.  

Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi antar aktor dalam 

berbagai sektor untuk menata dan mengelola permasalahan 

perkotaan, secara khusus dalam buku ini akan berbicara soal 

bagaimana beradaptasi dengan berbagai ancaman bencana: 

sebelum, saat ini dan yang akan datang untuk membentuk 

ketahanan kota-kota di Indonesia. Kolaborasi tersebut dapat 



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 3 

menggunakan konsep penta-helix development antara yang 

dilakukan oleh para aktor dari Pemerintah, Masyarakat, 

Dunia Usaha/Industri, Akademisi-pakar serta Media. 

 
Gambar 1. Ilustrasi Aktor Penta-Helix Development 

Sumber: Penulis, 2023 

Gambar 1 menunjukkan ilustrasi kolaborasi antar aktor dalam 

tata Kelola perkotaan berkelanjutan. Elemen pertama adalah 

pemerintah, sebagai lembaga otoritas formal dan pengatur 

hukum serta unsur kunci dalam kerjasama Penta Helix ini. 

Pemerintah berperan sebagai penanggung jawab 

penanggulangan bencana dan pengungsian. Dalam model ini, 

pemerintah memiliki kewenangan secara aktif menciptakan 

kolaborasi yang bersumber dari sumber daya, anggaran dari 

APBN dan APBD, peraturan hukum, mobilisasi, dan 

keterwakilan masyarakat. Di Jakarta sendiri melalui Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta 
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membuat Platform “Jakarta Aman”. Berikut ini visualisasi 

aplikasi Jakarta Aman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 

 
Gambar 2. Platform Jakarta Aman (Sumber: BPBD Jakarta, 2022) 

Platform Jakarta Aman dapat digunakan oleh semua 

masyarakat DKI Jakarta dengan langkah-langkah 

mengunduh aplikasi Jakarta aman pada ponsel, arahkan 

posisi map pada lokasi anda berada, jika menemukan keadaan 

darurat tekan tombol darurat selama 3 detik, anda diberi 

pilihan jenis kejadian darurat yang dihadapi serta diminta 

untuk mengirim kronologis kejadian secara lengkap dan 

beberapa saat kemudian operator Call Center 112 akan 

mengonfirmasi kejadian. 



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 5 

Elemen kedua adalah sektor swasta atau dunia usaha dan 

industri, yang berperan penting dalam isu pengungsian 

penanganan bencana pada sektor pendanaan dan 

perekonomian. Dukungan sektor dunia usaha melalui 

pendanaan CSR membantu dukungan finansial bagi 

komunitas pengungsi. Elemen ini juga memberikan akses 

kepada masyarakat lokal terhadap pasokan dan sumber daya 

kebutuhan dasar. Selain itu, pihak swasta juga membuka 

peluang penghidupan dengan menciptakan lapangan kerja 

bagi masyarakat pengungsi, sekaligus memberikan hubungan 

timbal balik.  

Salah satu contoh sektor dunia usaha yang menjalankan 

program CSR adalah sektor perbankan dengan memberikan 

fasilitas-fasilitas darurat bencana serta pendanaan 

Pendidikan, logistic dan berbagai macam bantuan lainnya 

untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.  

Elemen ketiga adalah komunitas, dalam menjalani perannya 

pada konsep Penta Helix, mereka bertindak untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Elemen 

ini juga dapat dilihat dari partisipasi LSM dan CSO. Peran 

mereka sangat penting karena mereka mempunyai jaringan 

dukungan dan pengetahuan dari aktor-aktor lain.  
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Salah satu aktor komunitas yang dapat mendukung konsep 

ketahanan kota adanya Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB 

merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis 

masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program 

penanggulangan bencana di dalamnya terdapat personil 

Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Warga Setempat. 

Tujuannya adalah Memberikan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana; Membentuk 

jejaring siaga bencana berbasis masyarakat; Memperkuat 

interaksi sosial anggota masyarakat; Mengorganisasikan 

masyarakat terlatih siaga bencana; Menjamin terlaksananya 

kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang 

berkesinambungan; Mengoptimalkan potensi dan sumber 

daya untuk penanggulangan bencana. 

Elemen selanjutnya adalah akademisi, yaitu konseptor, 

peneliti, dan pengembang ide-ide baru. Akademisi 

mempunyai peran dalam pengembangan strategi dan 

menemukan konsep-konsep terbaru dengan kumpulan 

pengetahuan yang dapat membantu komunitas kita untuk 

hidup lebih baik. Fungsi elemen ini sangat penting untuk 
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menghindari kesalahan yang sama yang terjadi di masa lalu 

dan belajar darinya untuk mengurangi risiko lainnya.  

Peran akademisi dalam pengembangan konsep-konsep 

ketahanan kota sangat diperlukan, kajian komperhensif dan 

mendalam perlu dilakukan oleh masing-masing bidang dalam 

penciptaan inovasi dan alternative penanggulangan bencana 

pada saat sebelum, saat ini dan proyeksi pada kemungkinan 

yang akan datang. 

Elemen terakhir adalah Media. Kegiatan elemen ini adalah 

untuk mempublikasikan dan mempromosikan upaya yang 

telah dilakukan oleh berbagai aktor sekaligus menyiarkan 

hal-hal terbaharui yang bermanfaat untuk semua orang. 

Media juga berperan besar dalam penyebaran kesadaran dan 

sosialisasi aksi penanggulangan bencana serta bagaimana 

beradaptasi dengan kondisi di lingkungan tempat tinggal. 

Semua elemen dapat saling terhubung dan saling memberikan 

manfaat dalam hal mendorong ketahanan kota-kota terhadap 

bencana. 

Dalam menjalankan perannya, semua elemen dalam penta-

helix development tidak dapat lepas dari dukungan aktor-

aktor yang memiliki kewenangan atau power serta motif 

untuk kepentingan bersama menangani persoalan 

kebencanaan dan demi keberlanjutan kota-kota di Indonesia. 
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2. Pentingnya peran Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Dalam Penataan Ruang Kota 

Berketahanan Bencana 
Oleh Rieneke Lusia Evani Sela 

 

“GIS is waking up the world to the power of geography, this science of 

integration, and has the framework for creating a better future.” ~ Jack 

Dangermond 

 

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim, ancaman bencana 
alam semakin nyata dan kompleks, sehingga peningkatan 
ketahanan bencana menjadi prioritas utama bagi kota-kota di 
seluruh dunia. Penataan ruang yang berfokus pada ketahanan 
bencana memegang peranan vital dalam memitigasi risiko 
dan kerugian akibat bencana. Seiring dengan ketidakpastian 
dan perubahan iklim, ota berketahanan menjadi semakin 
penting dalam menjaga keberlanjutan perkotaan. UN Habitat 
(2018) menggambarkan kota berketahanan sebagai indikator 
kapabilitas sebuah sistem perkotaan dan warganya untuk 
menghadapi tekanan dan guncangan sambil beradaptasi serta 
berubah menuju keberlanjutan. Kota berketahanan mampu 
melindungi penduduknya, menjaga lingkungan, serta 
memastikan ketersediaan layanan dasar seperti air bersih, 
energi, dan infrastruktur (Meerow et al., 2016). Konsep ini 
juga menghubungkan keberlanjutan ekologis dan sosial, 
menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dan 
alam di dalam lingkungan perkotaan (Colding & Barthel, 
2015). 
Berdasarkan framework kota berketahanan yang dilansir dari 
resilientcitiesnetwork.org seperti pada gambar di bawah ini, 
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pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) 
dengan menggunakan data geospasial dalam kota 
berketahanan dapat dihubungkan pada aspek infrastructure & 
environment, yang nantinya akan memberikan arahan tata 
ruang. Selanjutnya akan mendukung peran leadership sebagai 
strategi dalam hal ini menentukan tujuan, kebijakan dan 
strategi dalam menyusun dokumen – dokumen tata ruang. 
Oleh karena itu, peran geospasial sangatlah penting yang 
pada akhirmya dapat meningkatan sosial ekonomi 
masyarakat perkotaan sebagai upaya untuk mendorong 
pembangunan kota yang berketahanan bencana. Dengan 
memanfaatkan data spasial akan memungkinkan perencanaan 
evakuasi yang lebih efektif, pemantauan dinamika 
lingkungan, dan upaya peningkatan kapasitas komunitas 
dalam menghadapi risiko bencana (Girgin et al., 2018). 
 
 

 
 

Gambar 3. Kerangka Kota Berketahanan 
Sumber: resilientcitiesnetwork.org 
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SIG dalam Penataan Ruang Kota 
Peran SIG dalam penataan ruang kota sangat penting karena 
teknologi dan data geospasial memberikan informasi yang 
kritis untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan 
kota secara efisien dan berkelanjutan. Teknologi SIG merujuk 
pada informasi yang terkait dengan lokasi geografis suatu 
objek di bumi, seperti koordinat geografis, elevasi, dan atribut 
lainnya yang terkait dengan lokasi. Peran utama SIG 
menggunakan data geospasial dalam penataan ruang kota, 
sebagai berikut: 

a. Pemetaan dan Pengenalan Wilayah: Data geospasial 
digunakan untuk membuat peta yang menunjukkan 
struktur wilayah kota, termasuk batas administratif, 
jaringan jalan, infrastruktur utama, taman, dan daerah 
publik lainnya.  

b. Perencanaan Tata Ruang: Data geospasial 
memungkinkan perencana kota untuk 
mengembangkan rencana tata ruang yang efisien dan 
berkelanjutan.  

c. Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan: Data 
geospasial memungkinkan pemerintah kota untuk 
memantau pembangunan yang sedang berlangsung.  

d. Analisis Dampak Lingkungan: Data geospasial dapat 
digunakan untuk menganalisis aspek-aspek seperti 
polusi udara, kualitas air, dan perubahan tata guna 
lahan. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan 
yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif 
terhadap lingkungan. 

e. Manajemen Bencana dan Darurat: Data geospasial 
dapat digunakan untuk perencanaan penanggulangan 
bencana dan darurat.  

f. Pengembangan Infrastruktur: Keputusan terkait 
pengembangan infrastruktur, seperti jaringan jalan, 
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transportasi umum, dan utilitas, dapat dibantu oleh 
data geospasial.  

g. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Data 
geospasial memungkinkan pengambilan keputusan 
yang lebih informasional dan objektif.  
Secara keseluruhan, peran geospasial dalam penataan 

ruang kota membantu menciptakan kota yang lebih efisien, 
berkelanjutan, dan ramah lingkungan, serta memungkinkan 
pemerintah kota dan perencana untuk membuat keputusan 
yang lebih baik dan lebih terinformasi. 
 
Peran SIG Dalam Penataan Ruang Kota Berketahanan 
Bencana 
Kota berketahanan bencana merupakan konsep yang lebih 
khusus di dalam konsep kota berkelanjutan. Ini mengacu pada 
upaya dan strategi untuk merencanakan, membangun, dan 
mengelola kota agar dapat mengatasi, merespons, dan 
memulihkan diri dari bencana dengan dampak minimal pada 
penduduk dan infrastruktur kota. Salah satu prinsip dalam 
merancang dan mengembangkan kota berketahanan bencana 
adalah perencanaan tata ruang, yang dapat dipahami dengan 
menyertakan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata 
ruang kota, termasuk penempatan infrastruktur penting dan 
pemukiman penduduk di area yang aman dari risiko bencana. 
Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki peran yang 
sangat penting dalam penataan ruang kota berketahanan 
bencana. 
Teknologi SIG dengan menggunakan data geospasial 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial yang telah mengalami revisi dalam UU 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa 
pemahaman spasial adalah pada aspek ruang dari suatu objek 
atau peristiwa yang mencakup dimensi lokasi, posisi, dan 
letaknya. Sedangkan geospasial, juga disebut sebagai ruang 
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kebumian, mengacu pada dimensi ruang yang menunjukkan 
lokasi, posisi, dan letak suatu objek atau peristiwa dalam 
kaitannya dengan bumi, baik di bawah, pada, atau di atas 
permukaan bumi. Semua ini dinyatakan dalam sistem 
koordinat yang telah ditentukan untuk  mempermudah dalam 
menetapkan lokasi secara detail dan jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Berbagai Peranan Data Geospasial 
Sumber: UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Kota Manado, 2022 
 
Penggunaan data geospasial dengan metode analisis SIG 
menghadirkan dimensi baru dengan integrasi data geografis 
yang memungkinkan perencanaan yang lebih tepat dan 
berkelanjutan. Melalui analisis spasial yang canggih, SIG 
memungkinkan identifikasi area rentan bencana, alokasi 
sumber daya yang efisien, dan pengembangan infrastruktur 
yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (Fekete et al., 
2019; Colding & Barthel, 2015). 
Kemampuan data geospasial dalam mengintegrasikan data 
spasial dan atribut, menganalisis risiko, memungkinkan para 
perencana dan pengambil keputusan untuk memahami 
kompleksitas tata ruang kota secara lebih mendalam (Longley 
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et al., 2015) serta mendorong partisipasi masyarakat 
membuatnya menjadi alat yang tak ternilai dalam membentuk 
kota yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Berikut 
adalah beberapa peran utama SIG dalam penataan ruang kota 
berketahanan bencana: 
1. Pemetaan dan Analisis Kerentanan: Penerapan SIG dalam 

mengidentifikasi dan mengatasi berbagai risiko seperti 
banjir, gempa bumi, dan perubahan iklim. Melalui SIG, 
data spasial yang melibatkan informasi mengenai 
topografi, pola aliran air, serta infrastruktur dapat 
diintegrasikan dan dianalisis untuk menghasilkan 
pemahaman mendalam tentang seberapa rentan suatu 
wilayah terhadap risiko-risiko tersebut (Fekete et al., 
2019).Contohnya, dalam pemetaan kerentanan banjir, 
SIG dapat menggabungkan data topografi dan pola aliran 
air untuk menunjukkan area yang berpotensi tergenang 
saat terjadi hujan lebat. Dengan memasukkan data 
infrastruktur seperti jaringan drainase dan saluran air, SIG 
dapat membantu mengidentifikasi titik-titik rawan banjir 
serta memprediksi dampak yang mungkin terjadi. Selain 
itu, SIG juga memungkinkan analisis multi-risiko, di 
mana informasi mengenai risiko gempa bumi atau 
perubahan iklim juga dapat dimasukkan untuk memahami 
dampak serentak dari berbagai risiko. Dengan informasi 
tersebut, kota dapat mengembangkan strategi mitigasi 
yang lebih efektif, seperti membangun tanggul atau 
bendungan, merencanakan zona-zona evakuasi, dan 
mengatur pola penggunaan lahan yang lebih aman. 
Selanjutnya, pemetaan dan analisis kerentanan yang 
dilakukan melalui SIG juga memungkinkan penyusunan 
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skenario perencanaan bencana, pelatihan masyarakat, dan 
perumusan kebijakan yang lebih berfokus pada 
pengurangan dampak dan peningkatan ketahanan. 

2. Perencanaan Evakuasi dan Respons Bencana: Dalam 
situasi bencana, peran SIG memungkinkan 
penyelenggaraan respons bencana yang lebih efektif 
dengan merencanakan jalur evakuasi yang optimal serta 
menentukan lokasi titik evakuasi yang strategis. Integrasi 
data tentang jaringan jalan, lokasi fasilitas kesehatan, 
tempat perlindungan, dan faktor-faktor lainnya melalui 
SIG dapat memungkinkan penyusunan rencana respons 
bencana yang terperinci dan efisien (Girgin et al., 2018). 
Sebagai contoh konkret, ketika terjadi bencana banjir 
yang mengancam keselamatan warga, SIG dapat 
membantu mengidentifikasi jalur evakuasi yang aman 
dengan mempertimbangkan elevasi dan aksesibilitas area 
terdampak. Informasi tentang lokasi fasilitas kesehatan 
dan tempat perlindungan juga dapat diintegrasikan ke 
dalam sistem untuk memastikan bahwa warga yang 
dievakuasi mendapatkan akses ke layanan medis dan 
tempat perlindungan yang memadai.  

3. Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya 
dalam konteks pengembangan kota berketahanan 
semakin memperoleh nilai penting melalui pemanfaatan 
data geospasial (Bregt et al., 2018). Data geospasial 
memberikan fondasi yang kuat untuk menganalisis 
dengan mendalam pola spasial sumber daya dan interaksi 
antar elemen di lingkungan perkotaan (Anselin, 2020). 
Dengan informasi spasial yang akurat dan terperinci, 
pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dapat 
dilakukan dengan lebih efisien dan tepat. Misalnya, 
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pertimbangkan pengelolaan air bersih dalam konteks 
perkotaan yang berketahanan. Dengan menggunakan data 
geospasial, dapat diidentifikasi pola distribusi permukaan 
air tanah, aliran sungai, dan infrastruktur perpipaan. 
Analisis spasial yang dilakukan melalui SIG 
memungkinkan untuk mengamati permintaan air di 
berbagai wilayah perkotaan dan menentukan titik-titik 
yang paling membutuhkan penyediaan air bersih. Hal ini 
memungkinkan pihak berwenang mengalokasikan 
sumber daya secara efektif untuk memenuhi kebutuhan 
air penduduk di wilayah yang paling kritis.  

4. Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan: 
Pemanfaatan SIG dalam perencanaan tata ruang kota 
memberikan peluang untuk mengarahkan fokus pada 
aspek keberlanjutan. Dalam upaya ini, informasi 
mengenai penggunaan lahan, sistem transportasi publik, 
serta zonasi dapat saling terintegrasi untuk menghasilkan 
rencana tata ruang yang lebih hijau, efisien, dan ramah 
lingkungan (Colding & Barthel, 2015). Contoh 
penerapannya dapat dilihat dalam rencana pengembangan 
kota yang mengutamakan transportasi berkelanjutan. 
Data geospasial tentang infrastruktur jalan, lokasi stasiun 
transportasi publik, dan perkiraan volume lalu lintas dapat 
diintegrasikan. Dengan SIG, perencana dapat memetakan 
daerah yang memerlukan konektivitas transportasi yang 
lebih baik, mengoptimalkan rute angkutan umum, dan 
mengidentifikasi area potensial untuk pengembangan 
jalur sepeda. Hasilnya adalah pengurangan kemacetan, 
peningkatan mobilitas berkelanjutan, dan peningkatan 
kualitas udara. Selain itu, SIG juga memungkinkan 
perencanaan tata ruang kota yang lebih hijau. Data 
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tentang tata guna lahan, vegetasi, dan ruang terbuka dapat 
digabungkan untuk memetakan area yang cocok untuk 
penanaman taman kota, pelestarian hutan kota, atau 
pengembangan kawasan resapan air. Dengan demikian, 
kota dapat menjadi lebih sejuk, menyediakan habitat bagi 
flora dan fauna, serta meningkatkan kualitas lingkungan 
bagi warganya. Selain manfaat lingkungan, pemanfaatan 
SIG dalam perencanaan tata ruang juga berdampak pada 
efisiensi penggunaan sumber daya. Integrasi data tentang 
penggunaan lahan dengan kebutuhan infrastruktur seperti 
listrik, air, dan sanitasi dapat memandu perencanaan yang 
lebih efektif. Misalnya, lokasi pengembangan perumahan 
baru dapat dipilih berdasarkan ketersediaan infrastruktur 
yang sudah ada, mengurangi dampak negatif pada 
lingkungan dan meminimalkan biaya infrastruktur 
tambahan. Dengan demikian, penggunaan SIG dalam 
perencanaan tata ruang kota bukan hanya menghasilkan 
rencana yang lebih efektif, tetapi juga lebih berkelanjutan. 
Integrasi data geospasial memungkinkan para perencana 
untuk mengoptimalkan setiap aspek kota dengan 
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan 
lingkungan secara holistik. 

5. Monitoring dan Evaluasi: Pemanfaatan data geospasial 
dalam monitoring dan evaluasi menjadi instrumen 
berharga dalam mendukung pengembangan kota 
berketahanan. Data ini memberikan keunggulan dalam 
pemantauan yang lebih akurat terhadap dinamika 
perkotaan, termasuk perubahan lingkungan, distribusi 
infrastruktur, dan pola kerentanan yang dapat berubah 
seiring waktu. Dengan data geospasial, pengambil 
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keputusan dapat dengan lebih tepat mengukur efektivitas 
strategi berkelanjutan yang telah diterapkan (Talen, 
2018). Melalui analisis spasial dapat mengidentifikasi 
area yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi 
terhadap berbagai bencana alam atau gangguan lainnya. 
Misalnya, data geospasial tentang curah hujan, topografi, 
dan pola aliran air dapat membantu mengidentifikasi area 
yang cenderung tergenang saat terjadi hujan lebat. 
Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat mengarahkan 
upaya mitigasi seperti perbaikan drainase atau 
pembangunan tanggul, serta memantau dampak dari 
tindakan tersebut. Selain itu, data geospasial juga 
mendukung evaluasi dampak dari program 
pengembangan kota berketahanan. Misalnya, dengan 
membandingkan peta kerentanan sebelum dan sesudah 
implementasi proyek infrastruktur, kita dapat melihat 
apakah ada perbaikan signifikan dalam mengurangi risiko 
bencana. Dengan informasi ini, pemerintah dan para 
pemangku kepentingan dapat menilai efisiensi langkah-
langkah yang diambil dan membuat keputusan yang lebih 
informasi. Pemanfaatan data geospasial dalam 
monitoring dan evaluasi juga mendukung respons cepat 
terhadap situasi darurat. Ketika bencana alam terjadi, peta 
kerentanan yang diperbarui dapat membantu pemerintah 
dan tim darurat untuk merencanakan dan mengarahkan 
upaya evakuasi serta distribusi bantuan. Dengan 
informasi yang akurat dan real-time, tindakan dapat 
diambil secara lebih efektif dan efisien. Dengan 
demikian, penggunaan data geospasial dalam monitoring 
dan evaluasi bukan hanya meningkatkan keefektifan 
program pengembangan kota berketahanan, tetapi juga 
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memungkinkan respon yang lebih baik terhadap situasi 
darurat dan perubahan dinamika perkotaan. 

Penerapan Praktis Peran Geospasial di Kota Manado 
1. Mitigasi dan Analisis Banjir Kota Manado 
Kota Manado memiliki luas ± 16249.83 Ha atau sekitar 
162.53Km2 dan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa 
Utara di sebelah utara dan timur, Kabupaten Minahasa 
Selatan di sebelah selatan, dan Laut Sulawesi di sebelah 
barat. Kota Manado Terdiri dari 11 Kecamatan, 87 
Kelurahan dan 504 Lingkungan. Kecamatan terbesar 
adalah Mapanget dengan luas 5360.56 Ha atau sekitar 
33%. sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah 
Manado yakni 202.61 Ha atau sekitar 1.25% (UPTD 
PDIG, 2023) 
Data spasial yang berkaitan dengan kebencanaan 
digunakan sebagai bahan dalam mendukung beberapa 
tahapan manajemen penanggulangan bencana seperti 
tahapan pencegahan, kesiapsiagaan  dan rehabilitasi 
untuk pengambilan keputusan. Data spasial kebencanaan 
kota Manado yang diolah oleh UPTD Pengolahan Data 
dan Informasi Geospasial menggunakan sistem informasi 
geografis membantu masyarakat maupun pemerintah 
untuk menyusun strategi penanggulangan bencana alam 
yang tepat, cepat dan akurat. (UPTD PDIG, 2023) 
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Gambar 5. Peta Time-series Kejadian Banjir di Kota Manado  
(Tahun 2011 – 2023) 

Sumber: UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Kota Manado, 2023 
 
Berdasarkan Laporan Banjir Kota Manado (Balai Wilayah 
Sungai Sulawesi I, 2023), Curah Hujan yang terjadi pada saat 
kejadian banjir tanggal 27 januari 2023 dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 

a. Curah Hujan Tertinggi terdapat pada pos Tondano-Kayuwatu 
sebesar 298 mm 

b. Curah Hujan Terendah terdapat pada pos bumi nyiur sebesar 
71 mm 

c. Rata-rata curah hujan yang besar terjadi pada arah utara 
setelah DASMalalayang dan Sario yaitu di DAS Tikala 
bagian hilir, Tondano bagian hilir serta mahawu dan Bailang. 

d. Sedangkan curah hujan pada bagian selatan atau daerah hulu 
DAS Tondano dan DAS Malalayang terjadi curah hujan 
dengan intensitas sedang dengan rata-rata 75 mm 

e. Curah hujan terjadi dari pukul 01:30 WITA sampai pukul 
15:30 WITA 

Tinggi Muka Air yang terjadi pada saat banjir 27 Januari 
2023: 
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a. Terpantau pada pos pengamatan muka air di daerah 
hulu Bendungan Kuwil (DAS Tondano) yaitu di pos 
AWLR sawangan terjadi tinggi muka air sebesar 0,8 
Meter sedangkan pada daerah hilir bendungan sebesar 
0,84 Meter 

b. Adapun pada daerah hilir DAS Tikala (subdas 
Tondano), Bailang dan  Maasing (sub DAS Bailang) 
mencapai tinggi muka air sebesar 4-5 Meter 

c. Kejadian tinggi muka air yang besar pada daerah hilir 
Bendungan Kuwil disebabkan oleh curah hujan yang 
tinggi di bagian hilir bendungan. 

 

Gambar 6. Peta Kawasan Terdampak Banjir Cempaka Kelurahan Molas 
Sumber: UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Kota Manado, 2023 
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Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah dari 
Banjir 2023 Kota Manado adalah Kawasan Permukiman 
Cempaka di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken. Menurut 
informasi masyarakat, sumber luapan ini adalah dari kuala 
Bailang dan luapan terjadi sebanyak 2 kali yaitu sekitar pukul 
10.00 Wita dan pukul 14.00 Wita. Yang terparah adalah 
luapan pukul 14.00 Wita. Dengan menggunakan metode 
penginderaan jauh, luas kawasan Cempaka yang terdampak 
adalah 16,43 Ha, dengan jumlah bangunan terdampak 
sebanyak 522 bangunan, 8 bangunan diantaranya termasuk 
dalam kategori rusak berat. Jumlah fasilitas umum yang 
terdampak adalah 3 bangunan gereja dan 1 bangunan masjid.  

Dengan memanfaatkan data geospasial ini dan metode 
analisis SIG, kota dapat mengambil tindakan yang lebih cepat 
dan tepat dalam situasi darurat, seperti memberikan 
peringatan dini kepada penduduk, mengarahkan evakuasi, 
dan mengalokasikan sumber daya untuk penanganan 
bencana. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan untuk 
merencanakan pembangunan perkotaan yang lebih 
berkelanjutan, seperti menentukan zona-zona yang sebaiknya 
tidak dibangun untuk mengurangi risiko banjir. 

 
2. Indeks Kerentanan Pesisir Kota Manado 

Posisi Kota Manado sangat strategis sebagai sebuah 
kota pesisir dengan panjang garis pantai 18,7 km. Dengan 
ruang pesisir yang cukup luas demikian, tentunya Kota 
Manado memiliki potensi pesisir yang sangat besar. 
Karakteristik pesisir Kota Manado yang unik dan beragam 
seperti terdiri atas segmen kawasan reklamasi, segmen pantai 
hutan bakau, segmen pulau – pulau kecil, segmen pantai 
berbatu, dan segmen tidak terlindungi. Perlu disadari dengan 
karakteristik yang beragam demikian dan juga dengan ruang 
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pesisir yang dimiliki Kota Manado, tentu perlu diawasi 
adanya ancaman di ruang pesisir Kota Manado. 
Wilayah pesisir perlu memberikan perlindungan antara area 
risiko dengan pembangunan pesisir, termasuk upaya 
melindungi pantai agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini 
dan masa depan, serta menjaga keberlanjutan hewan-hewan 
di sekitar pantai dan habitat mereka. 

Kawasan perbatasan pesisir merupakan bagian yang 
rentan dalam daerah pesisir ketika terjadi perubahan aktivitas 
kelautan. Perubahan tersebut dapat memicu bencana alam 
yang disebabkan oleh pemanasan global, seperti kenaikan 
permukaan air laut dan perubahan kecepatan angin. Keadaan 
tertentu dapat menyebabkan terjadinya badai dan gelombang 
ekstrem di laut, kenaikan permukaan air laut, gelombang 
pasang, dan abrasi pesisir hampir di seluruh wilayah pesisir 
Indonesia. Gelombang yang kuat dapat memiliki dampak lain 
seperti erosi lahan pesisir. Energi dari gelombang laut yang 
besar secara terus-menerus mengenai wilayah pesisir, 
menyebabkan pergeseran sedimen dan bahan-bahan pesisir 
ke lokasi lain, kenaikan permukaan air laut, gelombang 
pasang yang ekstrem, serta abrasi pesisir yang mempengaruhi 
wilayah pesisir tersebut. 
Perlunya dilakukan tindakan strategis dan penting dalam 
mengawasi dan mengamati ruang pesisir Kota Manado untuk 
memitigasi serta mengatur dampak jangka pendek ataupun 
panjang terhadap ruang pesisir Kota Manado. Langkah 
strategis yang perlu dilaksanakan dalam hal ini adalah 
mengukur kerentanan pesisir dengan menggunakan metode 
perhitungan Indeks Kerentanan Pesisir atau Coastal 
Vulnerability Index (CVI). Penelitian CVI ini dilakukan 
dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) 
dimana penelitian ini, dilakukan kajian terhadap nilai kelas 
setiap parameter fisik yang mempengaruhi kerentanan pesisir 
di Manado, serta dilakukan analisis tingkat kerentanannya. 
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Gambar 7. Peta Indeks Kerentanan Pesisir Kota Manado 

Sumber: UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Kota Manado, 2023 
 

Analisis indeks kerentanan pesisir ini memetakan 
kerawanan pesisir kota Manado yang dilakukan oleh UPTD 
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Bappelitbang 
Kota Manado tahun 2023. Pada lokasi penelitian di Kota 
Manado, pesisir pantai ini dibagi kedalam segmen pantai 
berbatu (Kecamatan Malalayang), segmen kawasan 
reklamasi (sebagian Kecamatan Malalayang sampai 
Kecamatan Wenang), dan segmen tidak terlindungi (sebagian 
daerah di Kecamatan Tuminting), segmen pantai hutan bakau 
(Kecamatan Bunaken), segmen pulau – pulau kecil 
(Kecamatan Kepulauan Bunaken). 

Parameter – parameter yang digunakan dalam 
penelitian indeks kerentanan pesisir ini adalah kemiringan 
pantai, kisaran pasut maksimum, tinggi gelombang signifikan 
rata – rata, kenaikan muka air laut relatif, geomorfologi 
pantai, dan identifikasi erosi pantai. Berdasarkan hasil 
analisis, didapati bahwa kerentanan pesisir Kota Manado 
berada pada ranking sangat rendah (816,42 ha) dan rendah 
(546,71 ha). Ini juga sesuai dengan peta indeks kerentanan 
pesisir nasional dimana kondisi kerentanan pesisir kawasan 
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Sulawesi memang memiliki indeks kerentanan yang rendah 
dan sangat rendah. 

 
Pentingnya peran SIG dalam penataan ruang kota 

berketahanan bencana tidak dapat diabaikan. Dengan 
menggabungkan teknologi informasi geografis, data 
berkualitas, serta kerja sama lintas sektor, kota dapat menjadi 
lebih siap menghadapi bencana dan melindungi kehidupan 
penduduk serta aset yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 25 

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya 
Pengurangan Risiko Bencana 

 
Oleh Maulina Dian 

 
“The purpose the government is to enable the people of a nation to live in 
safety and happiness. Government exist for the interests of the governed, 
not for the governors.” - Thomas Jefferson 

  
Secara geografis wilayah Indonesia terletak di dalam jalur 
lingkaran bencana gempa (ring of fire)., dimana jalur 
sepanjang 1.200 km dari Sabang sampai Papua merupakan 
batas-batas tiga lempengan besar dunia yaitu : lempengan 
Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik akan berpotensi memicu 
berbagai kejadian bencana alam yang besar. Indonesia juga 
berada pada tiga sistem pegunungan (Alpine Sunda, Circum 
Pasifik dan Circum Australia). Indonesia memiliki lebih 500 
gunung berapi di antaranya 128 statusnya masih aktif, dan 
merupakan negara kepulauan karena 2/3 dari luas Indonesia 
adalah laut, memiliki hampir 5.000 sungai besar dan kecil dan 
30% diantaranya melintasi wilayah padat penduduk.   
 
Indonesia berada pada wilayah cincin api dunia (ring of fire), 
ditambah kondisi perubahan iklim yang semakin nyata, maka 
tak heran kalau Indonesia sering dilanda berbagai ancaman 
bencana alam maupun non alam. Ini terbukti dalam catatan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 
tahun 2020 terjadi 2.952 bencana . Hadi Purnomo & Ronny 
Sugiantoro (th:hal) menyebutkan bahwa 87% wilayah 
Indonesia adalah rawan bencana alam, sebanyak 383 
kabupaten atau kotamadya merupakan daerah rawan bencana 
alam dari 440 kabupaten atau kotamadya di seluruh 
Indonesia. Adapun berbagai bencana alam yang terjadi yakni 
bencana : gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, 
tanah longsor, dan angin topan yang sering terjadi di 
Indonesia tentu berdampak kehancuran, juga menyebabkan 
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penderitaan dan kerugian baik bagi masyarakat maupun 
negara.   
 
Kondisi tersebut di atas yang memperlihatkan  jumlah  
bencana  dan menyebabkan  dampak kemanusiaan,   tentunya 
menerlukan  kebijakan yang  membahas  tanggung  jawab  
negara dan  lembaga kemanusiaan dalam internasional,  
nasional  maupun  lokal. Kebijakan yang mengatur tentang 
kebencanaan sangat penting, terlebih lagi Indonesia sebagai 
negara ring of fire yang sangat memerlukan instrument 
hukum yang menyangkut pengaturan penanggulangan 
bencana. Apalagi adanya kebijakan  ini bertujuan  untuk  
mengurangi  dan  meminimalisir  risiko timbulnya  korban  
akibat  bencana  alam  maupun bencana kemanusiaan.    
 
Sebagaimana amanat dari undang-undang Nomor 24 Tahun 
2007  tentang penanggulangan bencana, maka pendekatan 
manajemen risiko bencana dalam penyusunan rencana 
penanggulangan bencana menurut Maarif (2012 : 205) dan 
Nurjanah dkk (2012 : 48) dimulai dari inisiatif dan komitmen 
Pemerintah, identifikasi risiko bencana, pilihan tindakan 
pengurangan risiko bencana, pengaturan pelaku dan alokasi 
tugas dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia serta 
mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. 
Rencana penanggulangan bencana ini akan berperan sangat 
penting khususnya dalam memberikan arahan kebijakan serta 
pengaturan pelaku atau penanggungjawab program sehingga 
penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif, 
sinergis, tidak terjadi gap dan overlapping aktifitas yang 
berlebihan. 
 
Untuk itu akan ditemukenali, produk kebijakan-kebijakan 
dan instrument hukum yang sudah ada  dalam rangka 
mengurangi  dan  meminimalisir  risiko akibat bencana. Hal 
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ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya nasional 
dan lokal dalam menanggulangi bencana melalui  kebijakan 
yang mengatur tentang kebencanaan. Selain itu tentunya ada 
upaya dan inisiatif serta komitmen Pemerintah, dan 
pengurangan risiko bencana yang dilakukan untuk 
meningkatkan pengurangan resiko bencana pada masing-
masing daerah sebagai bentuk antisipasi resiko. 
 
Kebijakan Nasional 

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia  telah  mengesahkan  
Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2007  Tentang  
Penanggulangan  Bencana. Produk  hukum  di  bawahnya  
antara  lain  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  
Peraturan  Kepala Kepala  Badan,  serta peraturan daerah 
(Government of Indonesia, 2007).  Adapun beberapa 
Langkah upaya pengurangan bencana dari pemerintah pusat 
melalui kebijakan-kebijakan antara lain : 
 
1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-

2044 

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RIPB) adalah 
rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan 
tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan 
penanggulangan bencana di tingkat nasional , juga 
menyatakan bahwa Rencana nasional penanggulangan 
bencana menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam 
menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana 
daerah 
 
Dengan demikian RIPB menjadi acuan bagi pemerintah 
daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RIPB 
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berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD 
khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, 
termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. 
 
2. Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  21  

Tahun  2008   tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan  

Bencana 

Pada peraturan ini dijelaskan bahwa  penyelenggaraan 
penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin 
terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana 
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 
dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat 
dari ancaman, risiko,  dan dampak bencana. 
Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian 
dari perencanaan pembangunan. Perencanaan 
penanggulangan bencana sebagaimana  disusun berdasarkan 
hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan 
bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan 
penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Rencana 
penanggulangan bencana sebagaimana ditetapkan oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional 

Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 

Rencana  Nasional  Penanggulangan  Bencana (RENAS PB) 
merupakan dokumen penjabaran yang lebih detil  dari  RIPB  
(Rencana  Induk  Penanggulangan Bencana)  dan  RPJM  
Nasional  Periode  ke-IV.  Rencana Nasional Penanggulangan 
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Bencana  (RENAS PB)  merupakan rencana yang  memuat  
kebijakan  dan  strategi  serta  pilihan tindakan  untuk  
mencapai  sasaran  penyelenggaraan penanggulangan  
bencana  di  tingkat  nasional  dalam kurun  5  tahun.  RENAS  
PB  menjadi  acuan  bagi pemerintah  pusat  untuk  
memfasilitasi  peningkatan ketahanan  daerah  sekaligus  
memberikan  dasar  bagi pemerintah  daerah  menyusun  
perencanaan penanggulangan bencana di  daerahnya masing-
masing. (Indonesian Government, 2008) 
 
Upaya Nasional 

Beberapa Upaya yang dilakukan secara nasional dalam 
rangka pengurangan resiko bencana adalah sebagai berikut : 

 
1. Buku IRBI 

Buku IRBI  menyajikan hasil penilaian tingkat risiko bencana 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. 
Buku ini menampilkan tingkat risiko bencana di tiap daerah 
dari tahun ke tahun sejak tahun 2015. 
 
2. Kajian Resiko Bencana 

BNPB memfasilitasi pemerintah daerah untuk melengkapi 
indikator untuk penyusunan kajian risiko bencana yang 
dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah. Dua 
indikator yang menjadi target yaitu tersedianya peta kapasitas 
dan peta risiko yang diukur dengan indeks ketahanan daerah 
(IKD).  
Kajian risiko bencana tersebut memuat empat peta tematik, 
yaitu peta kapasitas, peta risiko, peta bahaya dan peta 
kerentanan. Dua peta tematik, bahaya dan kerentanan, telah 
disusun oleh BNPB pada 2020 lalu. Dengan tersedianya 
empat peta tematik ini nantinya dapat digunakan untuk 
perencanaan pembangunan daerah yang lebih sensitif 
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pengurangan risiko bencana. Selain itu, peta tematik dapat 
memutakhirkan informasi spasial pada dasbor atau pun 
aplikasi inaRISK.  

 
3. Membuat Pedoman Pedoman 

• Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana 

Penanggulangan Bencana (RPB) 

• Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

• Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana 

• Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Gempabumi Dan 

Tsunami Berbasis Masyarakat 

• Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Daerah. 

4. Mengikuti pertemuan-pertemuan internasional 

• UNISDR-  the United  Nations  International  Strategy  for  

Disaster Reduction 

Strategi  untuk  Pengurangan  Bencana  dari perserikatan 

BANgsa-Bangsa 

• UNFCCC-  the  United  Nations Framework  Convention 

on  Climate Change 

Konvensi  Kerangka  Kerja  PBB  tentang Perubahan  

Iklim, khususnya mengatasi  adaptasi  perubahan  iklim  

dan  manajemen risiko  bencana 
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• Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR)  

Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di 

Bali ke-7 tahun 2022 di Bali pada 23-28 Mei 2022 

dihadiri 193 negara., dikeluarkan beberapa rekomendasi 

untuk resiliensi berkelanjutan. 

Rekomendasi itu antara lain pengurangan risiko bencana 

perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama 

pembangunan dan pembiayaan, legislasi, hingga berbagai 

rencana untuk capaian program kerja. 

• World  Conference on Disaster Reduction (WCDR) 

Komunitas internasional  pada  Konferensi  Dunia  PBB  

tentang Pengurangan  Bencana yang berupaya 

mendorong badan-badan internasional dan pemerintah 

nasional  menuju penetapan  target  dan  komitmen  yang  

jelas  untuk pengurangan resiko bencana (PRB). 

Upaya dan Produk kebijakan Daerah 

1. Rencana Penanggulangan Bencana (RIB)  

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RIB)  
merupakan sebuah perencanaan pada level strategi dalam 
bentuk kerangka kerja pada ruang lingkup prabencana, 
tanggap darurat bencana, dan pascabencana yang dapat 
diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu. 
Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui 
pelibatan multipihak pada setiap tahapan proses, mulai dari 
sosilalisasi, lokakarya, pengumpulan informasi dan data, 
pengolahan analisis data primer dan sekunder, verifikasi 
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lapangan, lokakarya untuk analisis dan validasi data, 
perumusan dokumen dan konsultasi publik serta finalisasi 
dokumen 

 
2. Kajian Resiko Bencana Daerah 

Penyusunan kajian risiko bencana, berupa indikator-indikator  
yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah 

 
3. Program Kerja BPBD 

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis masyarakat sudah 
menjadi Program Pemerintah yang tertuang dalam program 
Kerja 

 
4. Workshop-Workshop Strategi Pengembangan dan 

Penganggaran Program Pembangunan Kesiapsiagaan  

Studi Kasus penyiapan Kebijakan Daerah dalam upaya 

pengurangan bencana 

1. Sumatera Barat 

Rendahnya Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat menjadi 
perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini akan 
mengancam keselamatan masyarakat yang merupakan inti 
dari pembangunan itu sendiri. Sebagai Upaya untuk 
mengurangi resiko bencana, pemerintah Sumatera Barat 
mengeluarkan beberapa kebijakan, dan Upaya antara lain : 
• Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 

2021 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 

• Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
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• Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami 
Provinsi Sumatera Barat (https://bnpb.go.id) 

• Kajian Risiko Bencana Sumatera Barat 2016 – 2020 
(https://ppid.sumbarprov.go.id) 

• Program Kerja BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu 
Desa/Nagari Tangguh Bencana 

• Workshop Strategi Pengembangan dan Penganggaran 
Program Pembangunan Kesiapsiagaan Berbasis 
Masyarakat di Sumatera Barat 
 

2. Sulawesi Utara 

Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan gempa. Hal 
ini disebabkan karena terdapat beberapa patahan di daratan 
Sulawesi Utara dan lokasi Sulawesi Utara yang berada pada 
lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. 
Sebagai Upaya untuk mengurangi resiko bencana, 
pemerintah Sulawesi Utara mengeluarkan beberapa 
kebijakan, antara lain : 
• Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor  6 Tahun 2022 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara Tahun 2023 

• Peraturan GUbernur  Sulawesi Utara no 55 Tahun 2019 
tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulanhan Bencana 
dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana  di Provinsi 
Sulawesi Utara tahun 2019- 2021 

• Kajian Resiko Bencana Sulawesi Utara  
• Program desa tangguh bencana (destana) dan keluarga 

tangguh bencana (katana) 

 
 

 

https://bnpb.go.id/
https://ppid.sumbarprov.go.id/
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3. Jawa Barat 

Provinsi  Jawa  Barat  (PJB)  adalah salah  satu zona merah 
bencana nasional dimana  daerah rawan bencana alam di PJB  
tercatat  dengan  pola  yang  berulang  berupa  bencana 
longsor,  erosi,  dan  gempa  bumi,  kemudian  menyusul  jenis 
bencala  lainnyapada  peta  daerah rawan  bencana  di  
Indonesia. Jawa Barat telah mengalami 1732 bencana di 
mana bencana yang paling sering  terjadi  berupa  longsor  
atau  pergerakan  tanah    (417 insiden)  dan gempa  bumi (431  
insiden) dengan  dampak yang cukup  parah  mulai  dari  
korban  jiwa    hingga  kerusakan infrastruktur  (BNPB, 2016). 
Sebagai Upaya untuk mengurangi resiko bencana, 
pemerintah Jawa Barat  mengeluarkan beberapa kebijakan, 
antara lain: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baratnomor : 9 
Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat 
 
Pengelolaan risiko bencana harus dimulai dari inisiatif dan 
komitmen Pemerintah dengan mengajak  seluruh 
stakeholderuntuk  berpartisipasi.  Peningkatan    Komitmen 
Stakeholder,  kebijakan  ini  merupakan  langkah  strategis  
untuk  merangkul,  memberdayakan  serta meningkatkan  
peran  serta  seluruh  pelaku  utama  dalam  Penanggulangan  
Bencana  mulai  dari Pemerintah, masyarakat (civil society) 
serta dunia usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Tjokroamidjojo  (1996  :  49)  bahwa  ciri-ciri  dari  suatu  
perencanaan  pembangunan  adalah  adanya usaha untuk 
mencapai tujuan-tujuan pembangunan (development 
objectives) yang berkait dengan peranan pemerintah sebagai 
pendorong pembangunan (agent of development). 
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4. Menelisik Kebijakan Tata Ruang Perkotaan 
Oleh Lely Mustika 

 
“I feel however, that we architects have a special duty and mission... (to 

contribute) to the socio-cultural development of architecture and urban 

planning.” - Kenzo Tange 

 

Dalam definisi secara umum, Tata Ruang adalah bentuk dari 
susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan sarana 
dan prasarana pendukung aktifitas sosial-ekonomi 
masyarakat (struktur ruang) yang peruntukannya terbagi-bagi 
dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). 
Menurut UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
Pengertian Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
hidupnya. Pengertian tata Ruang  adalah wujud struktur ruang 
dan pola ruang. Pengertian Penataan Ruang adalah suatu 
sistem perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
 
1. Kebijakan Tata Ruang Nasional (Undang-Undang Nomor 
26 tahun 2007) dan Tujuan Penataan Ruang 
Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah juga 
melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam 
pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan wilayah 
(RTRW). 
Merujuk pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang. Menurut UU no 26 tahun 2007 pasal 1 ayat 
7, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang.  
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Tujuan Penatan Ruang menurut UU : Sebuah proses 
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang 
dilakukan secara sistematik 
Pada pasal 3 UU no 26 tahun 2007 tujuan penataan ruang 
adalah : “ Penyelenggaraan penatan ruang bertujuan untuk 
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 
produktif dan berkelanjutan berdasarkan  Wawasan Nisantara 
dan Ketahanan Nasional dengan : 
(1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan 
(2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber 

daya alam dan sumber daya buatan dengan 
memperhatikan sumber daya manusia; dan 

(3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan 
dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan 
ruang.  
Untuk mewujudkan hal tersebut maka penataan ruang 
diselenggarakan dengan memperhatikan : 

a. Kondisi fisik wilayah Negara kesatuan republik 
Indonesia yang rentan terhadap bencana; 

b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial dan 
budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, 
lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi sebagai suatu kesatuan; dan 

c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi 

Penataan Ruang wilayah Nasional, penataan ruang 
wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota dilakukan secara berjengjang dan 
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komplementer. (Sutaryono, Riyadi,& Widiyantoro, hal 17-
18) 

Adapun berdasarkan Pasal 2 UU No 26 tahun2007, 
Penataan ruang di Indonesia dilaksanakan dengan dasar 
sejumlah asas berikut : Keterbukaan, kebersamaan dan 
kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian 
hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. 

Bahwa asas penataan ruang Indonesia dalam penjelasan 
dalam UU No 26 tahun 2007 sebagai berikut : 

- Keterpaduan penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat 
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku 
kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, 
adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat 

- Keserasian, keselarasan penataan ruang 
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian  
antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan 
antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, 
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar 
daerah serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan 

- Keberlanjutan penatan ruang diselenggarakan dengan 
menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan 
kepentingan generai mendatang 

- Keberdayagunaan dan keberhasilan penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat 
ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya, 
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serta menjamin terwujudnya tata ruang yang 
berkualitas 

- Keterbukaan penataan ruang diselenggarakan dengan 
memberikan akses seluas-luasnya pada masyarakat 
untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
penataan ruang 

- Kebersamaan dan kemitraan penataan ruang 
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan 

- Perlindungan kepentingan umum penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 
masyarakat 

- Kepastian hukumdan keadilan penataan ruang 
diselenggarakan dengan berlandaskan 
hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain itu, penataan ruang dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta 
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara 
adil, dengan jaminan kepastian hukum 

- Akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang bisa 
dipertanggungjawabkan baik proses, pembiayaan 
maupun hasilnya. (artikel https://tirto.id/gkUt ,22 nov 
2021) 

Sasaran pokok pembangunan pada hakikatnya adalah 
terciptanya kondisi ekonomi rakyat yang lebih sejahtera dan 
mampu untuk tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. 
Dalam mencapai sasaran tersebut, salah satu kebijakan 
pembangunan diimplikasikan melalui perencanaan tata 
ruang. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sinergi 
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antar ruang yang akan dimanfaatkan serta menciptakan 
perkembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kultural di 
setiap daerah. Isu umum yang sering terjadi di perkotaan 
adalah inkonsistensi realisasi pemanfaatan ruang dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang disebabkan 
oleh banyaknya kepentingan yang terkonsentrasi di suatu 
daerah yang tidak diakomodasi secara benar, proposional dan 
profesional serta kurang pekanya instrumenperencanaan 
dalam mendeteksi setiap perkembangan yang terjadi di 
lapangan. Dimana,Undang-undang No.24/1992 telah 
mengatur mengenai Penataan Ruang, tetapi undang-undang 
tersebut harus ditindaklanjuti oleh kebijakan pemerintah, 
khususnya untuk mempertegas mekanisme penataan ruang 
sehingga mampu berjalan efektif serta mampu merumuskan 
dan memanfaatkan landasan spasial guna kepentingan 
pembangunan, yang masih perlu didukung oleh adanya 
konsistensi proses pelaksanaan rencana tata ruang yang 
mencakup pemanfaatan dan pengendalian ruang. (Jurnal 
Populasi 14(2), 2003, Kebijakan Perencanaan Tata Ruang 
Dan Pemberdayaan Potensi Daerah di Indonesia, T.Yoyok 
wahyu.S). 

Menelisik pentingnya kebijakan tata ruang perkotaan, para 
arsitek perlu mendalami beberapa kebijakan yang berkaitan 
langsung dengan desain perkotaan 
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5. Mitigasi dan Adaptasi Bencana Perkotaan 

(Studi Kasus: Kota Manado)  
Oleh Liny Tambajong 

 
“The less we do to address climate change now, the more regulation we will 

have in the future.” - Bill Nye 

 

Kota Manado merupakan Ibu kota provinsi Sulawesi Utara 

yang memiliki karakteristik kawasan yang beragam. Kota 

Manado yang berluas 162,33 Km2 ini, memiliki 3 pulau dan 

2 gunung serta kawasan daratan yang masuk dalam 

bentangan pulau Sulawesi dengan total panjang garis pantai 

yaitu 72,62 Km. Kawasan Manado daratan ini, terbagi dalam 

8 DAS yaitu DAS Kima, DAS Bailang, DAS Tondano, DAS 

Tikala, DAS Sario, DAS Malalayang, DAS Kolongan, DAS 

Kalasey dan DAS Maasing. Kota Manado dialiri oleh 5 

sungai besar yaitu Sungai Bailang, Sungai Tondano, Sungai 

Tikala, Sungai Sario dan Sungai Malalayang dan beberapa 

sungai kecil. Karakteristik topografi daratan kota Manado 

juga beragam dimana 52,13 % dari luas kota adalah dataran 

landai, 22,42 % berombak, 17,29 % berombak berbukit dan 

8,16 % bergunung.  

Melihat sejarah bencana yang terjadi di Kota Manado, 

bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang 
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mendominasi yaitu bencana banjir dan bencana longsor, 

namun untuk kerawanan bencana, kota Manado rawan 

terhadap bencana tsunami, gempa bumi, kebakaran bahkan 

cuaca ekstrim. Luasan kawasan yang tergenang banjir Kota 

Manado tahun 2021 sebesar 377,30 Ha, tahun 2022 75,26 Ha 

dan tahun 2023 sebesar 351,71 Ha. Sementara itu, bencana 

longsor (termasuk longsor besar dan longsor kecil) yang 

terjadi pada tahun 2021 sebanyak 299 titik, tahun 2022 

sebanyak 201 titik dan tahun 2023 sebanyak 260 titik. Hal ini 

membuktikan bahwa banjir dan longsor merupakan bencana 

yang terjadi berulang setiap tahunnya di Kota Manado. 

Luasan kawasan rawan banjir Kota Manado yang masuk 

kelas kerawanan rendah, sedang dan tinggi yaitu 27,77 Km 2, 

sedangkan luas kawasan rawan longsor tinggi kota Manado 

sebesar 25,3 Km2.  

Melihat sejarah bencana dan luasan kawasan rawan bencana 

ini, maka Kota Manado masih menyimpan potensi bencana 

yang besar bagi penduduknya. Sejalan dengan hal tersebut, 

BNPB mengeluarkan publikasi Indeks Risiko Bencana 

(IRB), dimana skor IRB Kota Manado tahun 2022 adalah 

90,96 dengan kelas risiko Sedang turun dari skor pada tahun 

2021 yaitu 95,45, ini merupakan hal yang baik karena dengan 
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turunnya IRB maka secara tidak langsung ada peningkatan 

kapasitas bencana di Kota Manado, 

Jumlah penduduk kota Manado tahun 2022 berdasarkan data 

BPS yaitu 454.606 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 

2.800 jiwa/Km2. Pertumbuhan penduduk Kota Manado 

selang tahun 2010-2020 adalah 9,71 %, dengan demikian 

pertumbuhan penduduk Kota Manado boleh dikatakan relatif 

besar sehingga berpengaruh juga pada pertumbuhan kawasan 

permukiman. Dengan adanya pertumbuhan kawasan 

permukiman, berakibat hilangnya kawasan-kawasan lindung 

kota, salah satunya kawasan sempadan sungai. Sesuai data 

Bapelitbangda tahun 2021 bahwa jumlah bangunan yang 

melewati sempadan sungai adalah sebanyak 5.379 bangunan. 

Pertumbuhan penduduk ini juga mengakibatkan adanya 

aktifitas pembangunan di lahan dengan kemiringan diatas 40 

% atau di kawasan longsor tinggi. Jumlah bangunan yang 

berada di kawasan longsor tinggi sebanyak 4.583 bangunan. 

Hal ini merupakan “tanda awas” bagi masyarakat yang 

berada dikawasan rawan bencana tersebut, karena risiko 

menjadi korban bencana adalah sangat besar. 

Bencana banjir merupakan bencana yang paling 

sering terjadi serta menimbulkan kerugian di Kota Manado, 

kita melihat bagaimana banjir yang terjadi di kota Manado 
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pada tanggal 27 Januari 2023 yang baru saja terjadi. Kami 

mengambil 2 sampel lokasi penelitian yaitu kawasan 

Cempaka di Kelurahan Molas dan Kawasan Kelurahan 

Mahawu. Dari 2 lokasi ini, Kawasan Cempaka dengan luasan 

banjir sebesar 16,43 Ha jumlah bangunan yang terdampak 

yaitu 522 bangunan dan Kawasan Mahawu dengan luasan 

banjir 7,7 Ha jumlah bangunan yang terdampak yaitu 363 

bangunan. Melihat akibat yang begitu besar ini, maka 

masalah bencana banjir merupakan masalah bencana yang 

paling besar di Kota Manado. 

Mari kita melihat sedikit mengapa terjadi banjir di kota 

Manado. Kota Manado merupakan kota yang dibangun 

dikawasan hilir dari beberapa DAS yang berhulu di 

Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa dan Kota 

Tomohon. Permasalahan yang terjadi dikawasan hulu 

diantaranya pembangunan permukiman dan adanya alih 

fungsi lahan. Bagaimana dengan permasalahan di hilir? 

Permasalahan di hilir juga begitu kompleks, sebagai 

konsekuensi dari perkembangan kota, maka ada beberapa hal 

menjadi permasalahan besar yaitu : 

• Ekspansi permukiman di kawasan garis sempadan 

bangunan 

• Ekspansi bangunan di atas saluran air 
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• Terjadinya bottle necking di muara sungai 

• Berkurangnya kawasan resapan air 

• Terjadi pendangkalan sungai dan drainase oleh 

sedimentasi dan sampah 

Sama halnya dengan bencana banjir, permasalahan utama 

terkait bencana longsor adalah ekspansi permukiman di lahan 

yang memiliki kemiringan di atas 40 %. Permasalahan-

permasalahan ini perlu segera ditangani sehingga tidak 

menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi baik bagi 

pemerintah kota maupun pada masyarakat sendiri. Melihat 

bencana banjir dan longsor sudah menjadi bencana tahunan 

di kota Manado. Berikut ini adalah gambaran 8 DAS di Kota 

Manado. Berikut ini adalah peta 8 daerah aliran sungai (DAS) 

di Kota Manado (dapat dilihat pada halaman selanjutnya). 

Salah satu solusi mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota 

Manado adalah harus adanya sinergitas pengelolaan DAS 

dari hulu sampai hilir. Sinergitas ini dapat dipenuhi dengan 

adanya sinergitas perencanaan tata ruang, sinergitas 

pemanfaatan ruang dan sinergitas pengendalian tata ruang 

dan lingkungan. 
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Gambar 8. Peta 8 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Manado 

Sumber: Bappelitbang Kota Manado, 2023 
 

 Demikian juga dengan bencana longsor dan bencana 

lainnya, penguatan sektor pengendalian tata ruang harus 

ditingkatkan. Solusi yang mutlak untuk mewujudkan hal 

tersebut adalah melaksanakan perencanaan kebijakan tata 

ruang berbasis kebencanaan. 
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Pelaksanaan pembangunan di kota Manado yang merupakan 

kota yang rawan bencana ini, perlu diatur secara 

komperhensif. Kita perlu berkaca dari kejadian bencana di 

Kota Palu tahun 2018 bagaimana bangunannya hancur akibat 

gempa, bagian pesisir pantainya hancur akibat tsunami dan 

kawasan permukiman yang hilang akibat likuifaksi. Tentu hal 

seperti ini harus dicegah kejadiannya di Kota Manado. 

Kawasan rawan banjir, rawan tanah longsor, kawasan rawan 

tsunami bahkan kawasan di sekitar patahan merupakan 

kawasan yang tidak diizinkan adanya aktivitas pembangunan 

apalagi permukiman.  

Penentuan kawasan lindung dan kawasan budidaya harus 

diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang justru 

akan mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. 

Perencanaan tata ruang yang berbasis kebencanaan juga 

bukan hanya mengatur kawasan yang layak dibangun atau 

tidak. Hal lain yang harus diatur yaitu perluasan ruang 

terbuka hijau, penggunaan kolam resapan dan biopori, serta 

penertiban bangunan yang melanggar garis sempadan. 

Dengan demikian mitigasi dan adaptasi bencana di Kota 

Manado dapat terlaksana dengan baik. 
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6. Mengenal Infrastruktur Permukiman 
Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana 

 
Oleh Windy Mononimbar 

 
“It wasn’t raining when Noah built the ark”- Howard Ruff 

 
Kuote di atas menyiratkan tentang pentingnya 
mempersiapkan segala sesuatu sebelum datangnya bencana 
atau yang sekarang dikenal dengan istilah mitigasi bencana. 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya 
untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan 
fisik maupun penyadaran dan pengingkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana.  
Mitigasi bencana adalah salah satu dari rangkaian siklus 
penanggulangan bencana yang membentuk sebuah sistem 
yang dapat mencegah serta mengurangi risiko bencana.  
Terdapat dua jenis mitigasi bencana yakni mitigasi struktural 
dan non struktural. Mitigasi struktural meliputi salah satunya 
adalah pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan.   

Gambar 9. Siklus Penanggulangan Bencana                                                                   
(Sumber: Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana, BNPB 2011) 
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INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN 
BERBASIS MITIGASI BENCANA 
Secara umum infrastruktur permukiman perkotaan berbasis 
mitigasi bencana meliputi prasarana dan sarana vital, antara 
lain: 

Ø Air minum 
Ø Listrik 
Ø Jalan 
Ø Jaringan komunikasi dan informasi 
Ø Fasilitas umum dan sosial misalnya sarana kesehatan, 

bangunan serbaguna yang dapat difungsikan sebagai 
tempat pengungsian, dll.   

Namun secara khusus infrastruktur mitigasi bencana dapat 
juga ditentukan berdasarkan jenis bencana. Di Indonesia, 
beberapa jenis bencana yang sering terjadi pada kawasan 
permukiman perkotaan, antara lain banjir, longsor, gempa 
bumi. tsunami dan gelombang pasang atau rob, kebakaran, 
letusan gunung berapi serta wabah penyakit.  
Berikut adalah kebutuhan prasarana dan sarana mitigasi yang 
dapat dibangun berdasarkan jenis bencana tersebut di atas: 
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Tabel 1. Prasarana dan Sarana Mitigasi Bencana 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 

JENIS 
BENCANA 

PRASARANA SARANA 

Banjir Drainase Titik kumpul 
Tanggul Tempat pengungsian 
Waduk/dam Sarana kesehatan (puskemas, dsj) 
Pompa air  
Kolam 
retensi/embung 

 

Sumur resapan  
Longsor Tanggul penahan 

longsor 
 

Vegetasi penguat 
tanah 

 

Talud penguat 
tanah 

 

Gempa 
bumi 

Early warning 
system 

Bangunan tahan gempa 

Rambu-rambu 
bencana 

 

Jalur evakuasi  
Gelombang 
pasang/rob 

Tanggul pantai  
Break water  
Mangrove  

Tsunami Tanggul pantai Titik kumpul 
Jalur evakuasi Bukit penyelamatan (escape hill) 
Alat deteksi dini 
tsunami 

Tempat pengungsian 

Break water  
Rambu-rambu 
bencana 

 

Kebakaran Hidran   
Sumber air  
Jalur evakuasi  

Letusan 
gunung 
berapi 

Jalur evakuasi Pos pemantau 
Rambu-rambu 
bencana 

Titik kumpul 

Tanggul penahan 
lahar 

Tempat pengungsian 

Wabah 
penyakit 

Jaringan 
informasi dan 
komunikasi 

Tempat karantina 

Jaringan 
transportasi 

Puskemas 
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Selanjutnya akan dibahas secara detail 51ystem51c dari 
prasarana dan sarana tersebut di atas, baik infrastruktur 
mitigasi bencana secara umum maupun khusus.  

§ Air Bersih/Air Minum 

Normal kebutuhan air per orang per hari adalah 60 
liter/org/hari, namun untuk mitigasi bencana maka perlu 
kecukupan air saat terjadi bencana, minimal untuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti 
masak/makan/minum) dan mencuci/mandi, dimana standar 
minimum air bersih saat bencana hari pertama minimal 5 
liter/org/hari untuk makan/masak dan minum, lalu hari 
berikutnya minimal 15-20 liter/org/hari untuk masak, 
makan/minum, mandi dan mencuci. Sedangkan untuk 
fasilitas kesehatan seperti Puskesmas minimal 50 
liter/org/hari.  
Berikut adalah kebutuhan air bersih saat terjadi bencana 
menurut U.S. Agency for International Development 
(USAID), 2007: 
Kebutuhan untuk minum: 3-4 liter/org/hari 
Masak dan bersih-bersih: 2-3 liter/org/hari 
Kebutuhan untuk sanitasi: 6-7 liter/org/hari 
Untuk cuci pakaian: 4-6 liter/org/hari 
Total kebutuhan air bersih adalah 15-20 liter/org/hari.  
 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih sebelum atau 
saat terjadi bencana maka diperlukan berbagai upaya mitigasi 
seperti penyiapan prasarana dan sarana yang memadai, antara 
lain pemeliharaan sumber-sumber air bersih dari air tanah 
(mata air, sumur gali)) dan air permukaan (sungai, danau, dll) 
yang mungkin terdapat di dalam atau sekitar wilayah bencana 
atau pembangunan sumber air bersih seperti membuat sumur-
sumur resapan atau pembuatan alat panen air hujan secara 
51ystem51c (51ystem rumah tangga) sebagai upaya untuk 
mengelola air hujan sebagai salah satu cara penanganan 
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kekeringan dan sebagai sumber air harian dan tempat 
cadangan  air.  
Selain itu perlu juga pemeliharaan jaringan air bersih yang 
sudah ada seperti pipa distribusi. Hidran umum juga perlu 
dibangun sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan 
air bersih sehari-hari atau saat bencana.  

 

 
Gambar 10. Cara Pemanenan Air Hujan 

(Sumber: Google) 
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§ Listrik 

Listrik sangat dibutuhkan pada pra, saat terjadi dan pasca 
bencana. Pada pra bencana penggunaan listrik dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan tiap rumah tangga dan 
penggunaan di bidang industri, namun saat terjadi bencana 
(tanggap darurat) dan pasca bencana maka energi listrik akan 
diprioritaskan untuk penerangan umum, jaringan 
komunikasi, operasional sarana kesehatan serta kebutuhan 
primer penduduk yang terdampak bencana (makan, minum, 
mandi). Pasokan listrik harus tetap terjaga dan mencukupi 
kebutuhan primer penduduk di lokasi bencana hingga 
dilakukan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi).  

Untuk menjaga pasokan listrik saat bencana maka perlu 
disediakan generator set (genset) pada titik-titik wilayah 
tertentu atau pada bangunan-bangunan yang direncanakan 
sebagai area kumpul atau pengungsian. Selain genset, penting 
juga disediakan UPS (Uninterruptible Power Suply) untuk 
menjaga kestabilan jaringan komunikasi dan informasi saat 
bencana terjadi hingga beberapa jam ke depan.  

Untuk wilayah dengan sumber energi listrik yang terbatas 
maka dapat membangun instalasi listrik energi matahari 
(solar cell).  
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Gambar 11. Solar-Cell Untuk Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                                        

(Sumber: Google) 

§ Jalan dan Jalur Evakuasi 

Jalan merupakan salah satu infrastruktur mitigasi bencana 
yang penting, baik meliputi jalan umum yang digunakan 
untuk aktifitas sehari-hari maupun jalan yang berfungsi 
sebagai jalur evakuasi yakni jalur jalan yang paling cepat, 
aman, mudah dijangkau dan dilewati penduduk untuk 
mencapai tempat kumpul atau titik aman sementara. 
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Jalur evakuasi tersebut dapat disatukan dengan jalan 
lingkungan eksisting atau dapat juga dibangun baru sesuai 
kondisi dan rute penyelamatan tercepat ke titik aman 
sementara. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat RI nomor 5 tahun 2023 tentang 
Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, jalan 
lingkungan minimal memiliki lebar jalur lalu-lintas 3,50 m - 
4.00 m dengan lebar bahu jalan minimal 0,25 m. 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 7766-2012 tentang Jalur 
Evakuasi, telah membuat sejumlah petunjuk praktis dalam 
merancang jalur evakuasi, yakni sebagai berikut: 

1. Jalur evakuasi dirancang melalui badan jalan yang 
ada, yang menjauhi garis pantai, muara sungai dan 
badan aliran sungai serta saluran air yang bermuara ke 
pantai.  

2. Tentukan jalur jalan paling mungkin, pendek dan 
aman sebagai jalur evakuasi menuju tempat kumpul.  

3. Jalur evakuasi sebaiknya tidak melintasi sungai atau 
jembatan, terutama yang dekat kawasan pantai. Bila 
terpaksa harus melintasi jembatan diperlukan kehati-
hatian terkait kondisi kelaikan jembatan pasca gempa. 

4. Untuk menghindari terjadinya penumpukan 
pengungsi, dibuat beberapa jalur evakuasi sejajar 
yang menjauhi garis pantai. Prioritaskan daerah 
pantai yang terbuka tanpa pepohonan penutup (nyiur, 
cemara pantai, mangrove) atau tanpa batu karang 
maupun gumuk pasir. 

5. Di daerah berpenduduk padat, dirancang jalur 
evakuasi berupa sistem blok untuk menghindari 
penumpukan massa, dimana masing-masing blok 
dibatasi oleh jalur jalan tertentu atau badan aliran 
sungai.  



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 56 

6. Tersedianya tempat kumpul yang aman terdekat yang 
memenuhi syarat sebagai tempat evakuasi sementara 
untuk memudahkan pertolongan, penyaluran bantuan 
dan pencatatan. Tempat kumpul dapat berupa 
lapangan atau tempat terbuka lainnya dan bangunan 
tinggi. 

7. Di daerah yang sangat rendah dan landai dimana 
tempat tinggi cukup jauh, dibuat sistem kawasan 
aman sementara berupa bangunan atau bukit buatan 
sebagai tempat kumpul aman sementara (evakuasi 
vertikal).  

8. Untuk kawasan rawan tsunami, cara lain adalah 
memproteksi kawasan dengan jalur hijau sehingga 
luasan genangan tsunami dapat sedikit dikurangi. 

9. Dalam setiap jalur evakuasi diperlukan rambu-rambu 
evakuasi untuk memandu pengungsi menuju tempat 
kumpul aman yang telah ditentukan.  

10. Perlu penyesuaian arah lalu-lintas sepanjang jalan 
yang telah ditentukan menjadi jalur utama evakuasi. 
Arah lalu-lintas sehari-hari diatur searah dengan arah 
evakuasi supaya tidak membingungkan. 

11.  Memasang rambu-rambu bahaya/evakuasi.  
 

§ Jaringan Komunikasi dan Informasi 

Jaringan komunikasi dan informasi merupakan salah satu 
infrastruktur vital karena dapat digunakan untuk 
mempersiapkan masyarakat pada pra, saat tanggap 
darurat dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, 
sangat penting adanya informasi yang memadai kepada 
masyarakat soal potensi dan resiko bencana, sosialisasi 
dan pengadaan pelatihan menghadapi bencana. Upaya ini 
hendaknya dilakukan secara terus menerus hingga terjadi 
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internalisasi kebiasaan masyarakat menghadapi situasi 
bencana.  
Liliweri (1996) menyatakan bahwa terdapat empat peran 
media komunikasi yaitu to inform (media menyampaikan 
dan menyebarluaskan informasi atau pesan-pesan kepada 
masyarakat mengenai tanggap bencana), to educate 
(media memberikan pengetahuan baru dan atau 
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 
tanggap bencana), to persuade (media mengajak, 
membujuk atau mempengaruhi kognisi (kesadaran) 
masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan 
tindakan (sikap) sebagaimana yang disampaikan tanpa 
adanya unsur paksaan dan to entertaint (media 
memberikan hiburan kepada masyarakat).  
Beberapa cara dapat digunakan sebagai media 
komunikasi dan informasi antar berbagai pihak, antara 
lain lewat pengumuman yang dapat disampaikan 
langsung kepada masyarakat lewat pengeras suara, 
kentongan, pertemuan-pertemuan untuk sosialisasi dan 
diskusi mengenai kondisi wilayah, potensi dan resiko 
bencana/tingkat kerentanan dan upaya yang dapat 
dilakukan pemerintah dan masyarakat, pembuatan 
pelatihan menghadapi bencana, penyebaran 
leaflet/spanduk/poster atau ditempel di papan-papan 
pengumuman, pembuatan penanda atau rambu-rambu 
bencana, pengadaan alat early warning system, 
pembangunan base station, penyebaran informasi lewat 
media sosial dan internet, termasuk di dalamnya 
informasi yang dapat disediakan melalui website (Smart 
City concept).  
Paling utama yang perlu dipikirkan juga adalah bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
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sistem komunikasi dan informasi tersebut agar terjadi 
komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.  
Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 08 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi 
Kebencanaan, terdapat lima sumber daya dalam 
pengelolaan teknologi informasi kebencanaan di BNPB 
dan BPBD, yakni: 
1. Perangkat keras, yang terdiri dari perangkat keras 

seperti satelit, smartphone, genset, kabel, mobil 
komunikasi dan radio, dll, jaringan yang terdiri dari 
WAN (Wide Area Network) dan LAN (Local Area 
Network), serta sumber listrik cadangan seperti UPS 
(Uninterruptible Power Suply). 

2. Perangkat lunak, yang terdiri dari sistem perangkat 
lunak dan aplikasi perangkat lunak. 

3. Manusia, meliputi sumber daya manusia yang mampu 
menguasai dan mengoperasikan perangkat teknologi, 
terutama dalam alur proses sistem informasi 
kebencanaan. 

4. Media jaringan, yang terdiri dari telepon 
(smartphone), faksimili, radio, jaringan internet dan 
satelit.  

5. Data dan informasi, meliputi semua aspek atau 
informasi apapun terkait kebencanaan, baik pra, saat 
bencana maupun pasca bencana.  
 

§ Drainase 

Banjir yang sering terjadi di kawasan permukiman perkotaan 
salah satunya disebabkan oleh sistem jaringan drainase yang 
bermasalah, yakni rendahnya kemampuan drainase dan 
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kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir (sungai, 
kolam tampungan, pompa banjir, pintu pengatur) untuk 
mengeringkan kawasan dan mengalirkan air ke pembuangan 
akhirnya (laut).  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka menurut 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Drainase Perkotaan, perlu perencanaan sistem drainase 
perkotaan yang berkesinambungan yang terdiri dari 
pembuatan Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana 
Detail (Rencana Teknik Terperinci), dimana ketiganya 
memperhitungkan aspek topografi, hidrologi, hidrolika, 
geoteknik dan mekanika tanah, perekayasaan (garis besar 
perencanaan), sinergitas multisektor, produk akhir (gambar 
desain) dan tingkat ketelitian teknis dan ekonomis.  
Secara teknis, sistem drainase perkotaan terdiri dari 
perencanaan hidrologis, perencanaan hidrolika, perencanaan 
struktur. Perencanaan hidrologi harus berdasarkan pada dua 
kriteria yakni hujan rencana dan debit banjir rencana. 
Sedangkan perencanaan hidrolika, ditentukan oleh sejumlah 
kriteria antara lain bentuk saluran drainase, kecepatan saluran 
rata-rata, nilai kekasaran ekuivalen (dinding saluran), aliran 
kritis/sub kritis/super kritis. Pada perencanaan struktur, yang 
perlu diperhatikan adalah bahwa dinding penahan tanah 
pasangan batu hanya dapat digunakan untuk ketinggian yang 
tidak terlalu besar (<5 m), sedangkan untuk dinding penahan 
tanah dari beton bertulang tidak ada batasnya.  
Prasarana dan sarana drainase terdiri dari saluran (terbuka 
atau tertutup), gorong-gorong, siphon drainase, bangunan 
terjun, tanggul, bangunan penangkap air, pintu air, kolam 
retensi, kolam tandon, kolam detensi, pompa, rumah pompa, 
trash rack, sumur resapan, kolam resapan, jalan inspeksi, 
daerah sempadan, bak pemeriksaan/main hole, tali air. 
Saluran drainase terdiri dari: 
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1) Saluran primer, yakni saluran drainase yang 
menerima air dari saluran sekunder dan 
menyalurkannya ke badan air penerima 

2) Saluran sekunder, yakni saluran drainase yang 
menerima air dari saluran tersier dan 
menyalurkannya ke saluran primer. 

3) Saluran tersier, yakni saluran drainase yang 
menerima air dari saluran penangkap dan 
menyalurkannya ke saluran sekunder.  

Ukuran saluran tidak dapat distandarisasi sebab tergantung 
dari: 

§ Luas daerah tangkapan air atau daerah pengaliran 
saluran. 

§ Periode ulang 
§ Bentuk daerah tangkapan air  

 
Salah satu cara mengantisipasi bahaya banjir adalah dengan 
membangun talud, kolam detensi dan retensi atau sistem 
polder, sumur dan kolam resapan. 

§ Tanggul. Untuk tanggul banjir, harus berfungsi untuk 
mencegah terjadinya limpasan air dari sungai/saluran 
ke wilayah permukiman. Tanggul banjir dapat terdiri 
dari tanggul tanah, tanggul pasangan batu kali dan 
tanggul pasangan beton bertulang atau kombinasi 
ketiganya.  

§ Kolam retensi/kolam detensi/kolam tandon/sistem 
polder, terdiri dari kolam di samping badan 
sungai/saluran dan dalam badan sungai/saluran.  
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§  
Gambar 12. Sistem Polder dengan Instalasi Pompa Terletak di dalam 

Badan Saluran/Sungai (Sumber: Google) 

§ Sumur resapan 

Persyaratan teknis sumur resapan air hujan menurut 
SNI S-14-1990-F adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk dan ukuran sumur resapan: 
Ø Segiempat atau lingkaran 
Ø Ukuran minimum sisi penampang 

atau diameter adalah 0,80 m 
Ø Ukuran maksimum sisi penampang 

atau diameter adalah 1,40 m 
Ø Ukuran pipa masuk diameter 110 mm 
Ø Ukuran pipa pelimpah 110 mm 
Ø Ukuran kedalaman maksimum 3.00 

m.  
b. Bahan bangunan yang digunakan untuk 

sumur resapan air hujan antara lain semen, 
pasir, kerikil atau split, batu kali dan batu 
bata.  
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c. Tipe konstruksi sumur resapan antara lain 
sumuran berbentuk bulat dan sumuran 
berbentuk segiempat.   

§ Kolam resapan 
Persyaratan kolam resapan adalah sebagai berikut: 

a. Kolam resapan dibuat di lahan yang cukup 
luas 

b. Kolam resapan direncanakan untuk melayani 
beberapa rumah 

c. Sebaiknya dibangun di tempat yang lebih 
rendah dari kawasan yang dilayani dan di 
daerah yang muka air tanah dangkal <5 m.  

d. Dapat dipadukan dengan pembangunan taman 
atau hutan kota.  

§ Bangunan Tahan Gempa 

Salah satu upaya mitigasi bencana adalah dengan 
membangun bangunan tahan gempa atau memperkuat 
struktur bangunan untuk bangunan yang sudah terbangun. 
Pemerintah telah berupaya untuk membuat bangunan yang 
tahan gempa agar dapat meminimalisir kerusakan dan 
kerugian yang terjadi akibat gempa atau bencana lain. Salah 
satunya dengan membuat RITTA  dan RISHA. 
RITTA (Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa) adalah produk 
hasil kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan 
masyarakat, yang bertujuan untuk menyediakan rumah layak 
huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  
RITTA menggunakan teknologi yang sama dengan RISHA 
(Rumah Instan Sederhana Sehat), yang merupakan salah satu 
produk unggulan Puslitbang Perumahan dan Permukiman, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.  
RISHA terdiri dari panel-panel yang terbuat dari bahan beton 
bertulang, yang dihubungkan dengan menggunakan baut 
yang memungkinkan RISHA dapat dibongkar pasang (knock-
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down). Adanya sistem sambungan tersebut membuat RISHA 
memiliki perilaku seperti bangunan kayu, sehingga bisa tahan 
gempa.  
Dalam proses pengerjaannya, RISHA tidak membutuhkan 
alat-alat berat seperti pada pengerjaan struktur beton pra-
cetak pada umumnya, sehingga lebih praktis, cepat dan hemat 
biaya. RISHA sudah melalui serangkaian pengujian dan 
memiliki tingkat keandalan struktur terhadap resiko gempa 
hingga zona 6. Berikut ini visualisasi dari RISHA yang 
dimaksud (lihat halaman selanjutnya) 
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Gambar 13. Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)                                                                              

(Sumber: Google) 
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GREY, GREEN, BLUE INFRASTRUCTURE 
Grey infrastructure atau infrastruktur abu-abu adalah 
infrastruktur pengolahan air limbah seperti air hujan, di 
sebuah lingkungan binaan, yang meliputi selokan, pipa 
pembuangan, kolam retensi, waduk, dan lain-lain. 
Kelemahan pada konsep pembangunan infrastruktur ini 
adalah hanya berfokus pada pengumpulan limpasan air hujan 
saja yang kemudian menimbulkan berbagai dampak negatif 
yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air, seperti 
mengendapnya racun dan berkembangbiaknya bakteri di 
sekitar saluran air perkotaan yang menyebabkan rusaknya 
habitat air.  
Berdasarkan hal tersebut maka kemudian muncullah sebuah 
paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur yang lebih 
ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni green 
infrastructure (infrastruktur hijau) dan blue infrastructure 
(infrastruktur biru).  
Infrastruktur hijau adalah jaringan ruang hijau kota yang 
berfungsi melindungi nilai dan jasa ekosistem alami yang 
dapat memberikan dukungan kepada kehidupan manusia. 
Tujuan utamanya adalah konservasi air, penanggulangan 
banjir, peningkatan kualitas udara, estetika kota, urban 
agriculture, pemulihan ekosistem dan habitat flora/fauna di 
kota. Tipologi ruang dan infrastruktur hijau berdasarkan 
pembentukannya dikelompokkan menjadi dua, yakni alami 
meliputi hutan lindung, sempadan mata air, sempadan sungai, 
sempadan danau/situ, rawa, sempadan pantai dan buatan yang 
meliputi hutan kota, taman kota, taman lingkungan, 
sempadan waduk/kolam retensi, pemakaman, jalur hijau 
jalan, sabuk hijau, sempadan jalur KA dan jalur listrik 
tegangan tinggi, rawa buatan, sempadan kanal, vegetated 
swale, bioretention swale, kolam detensi, kolam sedimentasi, 
vetegasi filtrasi air, sumur resapan, taman atap dan taman 
vertikal.  
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Infrastruktur hijau kemudian berkembang menjadi sebuah 
konsep rekayasa teknis untuk menerapkan prinsip ekologis 
dalam infrastruktur kota dan kawasan terbangun atau dengan 
kata lain memadukan unsur alami dan buatan dalam 
pembangunan infrastruktur,  ruang terbuka dan bidang 
bangunan. Infrastruktur hijau harus diintegrasikan dengan 
rencana pembangunan infrastruktur kota seperti 
pembangunan jalan, drainase dan prasarana lain, termasuk 
keterkaitan dengan infrastruktur antarkota pada skala 
wilayah, metropolitan dan megapolitan. Diharapkan 
infrastruktur ini dapat menanggulangi degradasi lingkungan 
kota seperti banjir, rob, longsor, krisis air tanah, pemanasan 
lingkungan kota, polusi, rusaknya habitat satwa liar serta 
kerusakan lingkungan lainnya. 
Komponen-komponen infrastruktur hijau meliputi: 

§ Konservasi air 
§ Penciptaan iklim mikro 
§ Kualitas tutupan lahan 
§ Keanekaragaman hayati 
§ Estetika ruang dan infrastruktur hijau 

 
Gambar 14. Komponen Infrastruktur Hijau                                                                                                            

(Sumber: Kementerian PUPR) 
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Infrastruktur biru adalah infrastruktur yang berkaitan dengan 
air misalnya yang berkaitan dengan bidang kelautan dan 
pesisir, bendungan, pelabuhan, dermaga, dan bangunan air 
lainnya. Infrastruktur biru berkembang dari sebuah 
kebutuhan bahwa infrastruktur hijau saja tidak cukup. Tidak 
cukup hanya mengkonversi air hujan atau mengurangi 
limpasan air hujan saja tapi perlu pengelolaan air secara 
menyeluruh yang terintegrasi dengan pembangunan kota. 
Dalam perkembangannya, infrastruktur biru dan hijau selalu 
dikombinasikan sehingga muncullah konsep BGI (Blue-
Green Infrastructure), yang menjadi sebuah paradigma baru 
terhadap konsep kota tangguh (resilient city). BGI dapat 
memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yakni 
terciptanya sistem regulasi air yang efisien, menurunkan suhu 
lingkungan, meningkatkan kualitas udara, ketahanan 
terhadap bencana seperti banjir, pemulihan kesehatan 
ekosistem.  

 
Gambar 15. Konsep Blue-Green Infrastructure                                                                                             

(Sumber: Google) 
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7. Peran Infrastruktur Fisik dan Non-Fisik 
Perkotaan dalam mendukung Konsep 

Resiliensi Kota 
 

Oleh Amanda Sutarni Sembel 
 

“Infrastructure development is economic development.” – Kay Ivey 
 

Pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang maupun 
negara maju merupakan hal yang penting dalam 
mempertahankan dan memajukan pertumbuhan ekonomi, 
dan bagi keberlanjutan global. Infrastruktur memberikan 
peran yang sangat penting baik dari segi ekonomi, social, 
fisik maupun lingkungan, dimana proses perencanaan 
infrastruktur adalah suatu proses yang kompleks baik dari 
kebutuhan, penyediaan, keseimbangan permintaan, 
pemilihan system, biaya, disain dan kelembagaan dan 
institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur aspek-
aspek tersebut (Maryati, 2014). Kebutuhan infrastruktur 
merupakan komponen penting dalam system infrastruktur. 
Suatu system infrastruktur didefinisikan sebagai pendukung 
utama fungsi-fungsi system social dan system ekonomi 
masyarakat yang terdiri dari fasilitas atau struktur dasar, 
peralatan, instalasi/jaringan (Grigg dalam Kodoatie, 2005).  
Infrastruktur perkotaan adalah suatu konsep yang 
multidimensi, variatif dan kompleks, yang tidak sekedar 
merekayasa fasilitas, utilitas dan sistem, tapi juga sebagai 
ranah pemerintah daerah memperbaiki masalah pertumbuhan 
ekonomi yang saling terkait, masalah perubahan iklim dan 
limbah perkotaan (Ferrer dkk, 2018). Keterlibatan lembaga 
dan pemerintah dari tingkat tertinggi, nasional, regional dan 
local dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. 
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Menurut Hodson dan Marvin dalam Ferrer dkk, 2018,  fungsi 
infrastruktur perkotaan mempengaruhi regulator, masyarakat 
dalam hal ini warga negara, pelaku bisnis, konsumen hingga 
rumah tangga. Perspektif ini mengacu pada sistem rekayasa 
infrastruktur secara menyeluruh dalam hal penyediaan air 
bersih, energi, transportasi, sanitasi, lingkungan buatan, 
sampai sistem irigasi untuk pertanian, dll. Ini juga mencakup 
fasilitas-fasilitas public antara lain sekolah, rumah sakit, serta 
utilitas kota seperti listrik, telokomunikasi, jaringan air 
bersih, air limbah, jaringan jalan, dll (El-Diraby dan Osman 
dalam Ferrer dkk, 2018). 
Ketahanan Kota terkait Infrastruktur Fisik dan Non Fisik 
Berdasarkan pemahaman mengenai infrastruktur perkotaan 
sebagai suatu konsep yang menyeluruh, beberapa klasifikasi 
tentang kriteria infrastruktur dapat dirangkum penulis dari 
beberapa peneliti terdahulu. Menurut Baskakova & Malafeev 
dalam The Concept of Infrastructure: Definition, 
Classification and Methodology for Empirical Evaluation 
(2017), klasifikasi infrastruktur tidak memiliki pendekatan 
tunggal. Terdapat dua kriteria  klasifikasi yaitu: sifat 
fungsional dari fasilitas sistem infrastruktur dan ciri khas 
sistem infrastruktur (misalnya struktur jaringan atau objek 
titik; sifat material atau non material). Tabel 1 menyajikan 
analisis klasifikasi infrastruktur berdasarkan para peneliti 
terdahulu selama lima puluh tahun terakhir. Klasifikasi 
infrastruktur yang dibuat masing-masing penulis memiliki 
beberapa kesamaan dalam hal komposisi fasilitas 
infrastruktur.  
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Tabel 2.  Klasifikasi infrastruktur berdasarkan pendekatan komparatif 
analisis 

 

 
Sumber: Baskakova & Malafeev (2017) 

 
Klasifikasi yang disajikan G.Vaughan-Morris secara simultan 
sesuai dengan kedua kriteria yang disebutkan diatas dan 
merupakan upaya yang cukup berhasil untuk menerapkan 
pendekatan gabungan, yang menunjukkan fungsi dan fitur 
masing-masing fasilitas infrastruktur. Melalui fungsi dan fitur 
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tersebut, Morris mengkategorikan jenis-jenis infrastruktur 
dan komposisinya dalam kategori keras (hard) dan lunak 
(soft).  
Beberapa penelitian lainnya menemukan kesulitan yang 
dihadapi dalam mengimplementasi perencanaan tata ruang 
strategis dan kebutuhan dalam menjembatani kesenjangan 
antara kebijakan top-down dan bottom-up. Sebuah kerangka 
kerja untuk infrastruktur perkotaan diusulkan berdasarkan 
keterkaitan antara infrastruktur keras dan infrastruktur lunak 
seperti terlihat pada Gambar 1. Kerangka kerja ini 
merepresentasikan infrastruktur kota sebagai matriks 
infrastruktur keras dan lunak dalam bentuk formal dan 
informal untuk mendukung kelangsungan hidup dan mata 
pencaharian Masyarakat dan komunitas yang tinggal, bekerja 
dan mengunjungi kota (Dyer M, Dyer R, Weng MH dkk. 
(2019).  

Gambar 16. Kerangka Kerja Infrastruktur Keras dan Lunak  
Sumber: Dyer M, Dyer R, Weng MH dkk. (2019) 
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Kerangka kerja ini digunakan untuk memeriksa sistem 
pendukung utama dalam sebuah komunitas yang 
mempengaruhi berbagai masalah social, lingkungan dan 
ekonomi perkotaan seperti mobilitas, kualitas ruang kota, 
penyediaan layanan masyarakat dan sebagainya. Secara 
khusus dapat dijabarkan sebagai berikut. Infrastruktur keras 
terdiri dari; Utilitas, mengacu pada layanan fisik seperti 
transportasi, sistem air dan limbah, teknologi informasi 
komunikasi (TIK), dan sebagainya. Utilitas ini terhubung 
pasa seluruh skala perkotaan baik nasional maupun 
internasional. Ruang perkotaan, sebagai ruang berbatas 
dalam bentuk jalan, alun-alun, taman bermain, taman dan 
sebagainya. Ada pada skala lingkungan maupun kota 
tergantung pada sifat/fungsi ruang terbuka dan kepemilikan 
lahan. Bangunan, yakni infrastruktur yang mengacu pada 
bangunan tunggal atau kelompok yang membentuk nagian 
dari blok perkotaan yang mencakup tempat tinggal, sekolah, 
fasilitas kesehatan dan sebagainya. 
Berdasarkan sifatnya, infrastruktur lunak lebih sulit untuk 
didefinisikan ke dalam skala spasial tertentu. Tiga 
infrasturktur lunak utama dapat didefiniskan sebagai berikut; 
kelembagaan, adalah infrastruktur yang mengacu pada sistem 
public dan swasta yang menyediakan layanan tertentu dalam 
kota seperti pemerintah daerah, layanan kesehatan, atau 
layanan pendidikan. Organisasi yang ada dalam suatu daerah 
baik olahraga, seni, lingkungan dan komunitas-komunitas 
masyarakat tercakup didalamnya. Unsur-unsur kelembagaan 
ini lebih banyak bersifat formal yang top-down. Komunal, 
merupakan infrastruktur komunitas yang mengacu pada 
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jaringan informal yang ada pada kawasan lingkungan. 
Pribadi/private, mengacu pada sistem pendukung yang 
dimiliki seseorang pada tingkat individu, keluarga.  
Kerangka kerja diatas membantu untuk memetakan data di 
lingkungan perkotaan sehingga pemangku kepentingan dapat 
menyajikan dan menginterpretasikan data untuk mendukung 
partisipasi masyarakat secara kolaboratif. Data-data yang 
dihimpun dapat menghubungkan elemen-elemen lunak kota 
(orang,komunitas,institusi) dengan elemen-elemen keras 
(jalan, sistem transportasi, bangunan, ruang public) untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan mata pencarian masyarakat.  
Melalui kerangka kerja tersebut akan memungkinkan 
keterlibatan warga serta kapasitas masyarakat dan pemangku 
kepentingan untuk ikut mengkritisi penyediaan infrastruktur 
dan berpartisipasi dalam mendisain kualitas kota dengan 
infratsruktur yang saling terhubung (tidak terputus), yang 
dapat memperkuat ketahanan suatu kota dan meningkatkan 
keberlanjutan ketika menghadapi masa depan global yang 
tidak menentu. 
 
Dalam keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, 
pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan 
infrastruktur dalam rencana progresif untuk memperbaiki 
konektivitas anatar wilayah, mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Jaringan 
infrastruktur yang dapat diakses, dijangkau dan kredibel 
sangatlah penting untuk pembangunan karena infrastruktur 
tersebut diperlukan untuk memperkuat jaringan bisnis, dapat 
menurunkan biaya transaksi, meningkatkan akses pasar dan 
factor-faktor produktif lainnya. Dalam arena global, 
infrastruktur adalah penting dalam partisipasi rantai nilai 
(value chain) guna meningkatkan struktur ekonomi (Policy 
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Brief LPEM FEB UI, 2021). Infastruktur keras dan lunak 
menurut Luo & Su (2018) dikategorikan sebagai infastruktur 
berwujud (tangible) dan infrastruktur tidak berwujud 
(intangible) dalam keterkaitan antara investasi infrastruktur 
dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menjelaskan bahwa 
infrastruktur keras sering kali merujuk pada sistem 
transportasi (seperti jalan raya, bandara, fasilitas pelabuhan, 
dan rel kereta api), utilitas publik (seperti energi, pasokan air, 
saluran pembuangan, dan irigasi), jaringan komunikasi 
(seperti telekomunikasi dan pita lebar), dan infrastruktur 
sosial (seperti sekolah dan rumah sakit). Infrastruktur lunak 
sering kali mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan 
efisiensi, seperti institusi dan peraturan. Bahwa ada 
kontribusi ketersediaan infrastruktur tersebut diatas terhadap 
produktifitas pertumbuhan ekonomi yang saling bergantung 
satu dengan yang lainnya.  
Melalui pengkategorian dan klasifikasi-klasifikasi 
infrastruktur diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur 
sangat berperan pada pembangunan suatu daerah dimana baik 
infrastruktur fisik/keras dan infrastruktur non fisik/lunak 
memiliki keterkaitan yang sangat mempengaruhi satu dengan 
yang lain baik dari segi social, ekonomi, lingkungan fisik dan 
kesejahteraan masyarakat. Ketidakmampuan penyediaan 
infratsruktur perkotaan akan mengakibatkan 
ketidakmampuan suatu kota yang mempengaruhi ketahaan 
kota.  
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8. Response Tanggap Bencana Pada Desain 
Fasilitas Umum dan Sosial Perkotaan 

 
Oleh Ima Rachima Nazir & Muflihul Iman 

 
“We cannot stop natural disasters but we can arm ourselves with 
knowledge: so many lives wouldn't have to be lost if there was enough 
disaster preparedness.” – Petra Nemcova 
 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor 

non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana). Oleh karena itu, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan 

mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana 

sosial. Selain itu bencana merupakan pertemuan dari tiga 

unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan 

yang di picu oleh suatu kejadian. Dari tiga unsur di atas dapat 

dikatakan bahwa dengan adanya ancaman bencana kita harus 

mengantisipasi kerentanan yang akan terjadi pasca bencana 

dan kita harus mempunyai kemampuan untuk tetap “survive” 

pasca bencana . 

Kemampuan untuk tetap “survive” dalam keadaan apapun 

khususnya pasca bencana merupakan upaya peningkatan 
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terhadap resiliensi bencana. Disebutkan bahwa 

resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap 

teguh dalam situasi sulit (Reivich dan Shatté,2002). 

Disebutkan pula resiliensi adalah sebagai kemampuan sebuah 

sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar hazard 

untuk melawan, menyerap, mengakomodasi dan memulihkan 

diri dari dampak suatu bahaya secara cepat dan efisien, 

termasuk melestarikan dan memulihkan struktur dan fungsi 

dasar yang penting (UNISDR, 2009) 

Indonesia termasuk negara yang rawan bencana dilihat dari 

aspek geografis, klimatologis dan demografis (Perka BNPB, 

2012). Terjadinya bencana kerap menimbulkan kerugian baik 

kerugian materi maupun non-materi. Ada banyak bencana 

alam yang sering terjadi di Indonesia. Hal itu bisa disebabkan 

oleh alam itu sendiri maupun ulah manusia.  Dalam 10 tahun 

terakhir, bencana alam yang sering terjadi meliputi banjir, 

tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, puting beliung, dan 

kebakaran hutan (sumber:https://www inilah.com – 2023). 

Kondisi saat bencana dan pasca bencana mengakibatkan 

masyarakat harus mengungsi. Masyarakat biasanya 

diungsikan ke bangunan publik seperti balai desa, gedung 

sekolah, bangunan ibadah dan lainnya sebagai tempat 

evakuasi sementara. 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid
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Dalam Pedoman Penyusunan Rencana Evakuasi Bencana 

Banjir Tingkat Desa/Kelurahan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Kedeputian Bidang Pencegahan 

2021, penempatan Sumber Daya, sebagai berikut:  

1) warga mengidentifikasi penempatan sumber daya yang 

telah tersedia. Sumber daya dapat ditempatkan di gudang 

rumah penduduk yang kosong, kantor kepala desa/kelurahan, 

dan fasilitas lainnya di daerah aman, sesuai dengan sektor 

evakuasinya.  

2) Penempatan sumber daya yang akan dipenuhi dengan 

dukungan luar, juga ditetapkan penempatannya sesuai dengan 

fasilitas pergudangan yang diperuntukkan sesuai dengan 

sektor evakuasinya. Dalam Modul Pelatihan Fasilitator 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Dan Kegiatan Penguatan 

Masyarakat Serupa Modul 4, disebutkan bahwa tempat 

evakuasi ruang perlindungan berupa bangunan dan/atau lahan 

terbuka dengan perlengkapan untuk menampung warga 

masyarakat terdampak bencana (penyintas) selama masa 

tanggap darurat. Dalam panduan perencanaan untuk evakuasi 

tsunami oleh GTZ IS-GATEWS 2010, bahwa evakuasi (diri) 

adalah ke tempat aman di luar dan ke bangunan-bangunan 

evakuasi vertikal di dalam area bahaya tsunami. 
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Terlihat  dari panduan panduan di atas pengalih fungsian 

bangunan publik sebagai tempat evakuasi sesaat setelah 

terjadinya bencana sangatlah jamak ditemui di Indonesia. Hal 

tersebut dapat terlihat saat darurat banjir di Jakarta dan 

sekitarnya pada Februari 2021, bahwa Pusat Pengendali 

Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan kejadian banjir pada 

Sabtu (20/2), pukul 15.00 WIB, di Kelurahan Cipinang 

Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Sebanyak 

333 KK atau 1.109 jiwa terdampak di kawasan tersebut atau 

sekitar 23 RT (8 RW). Adapun warga yang mengungsi 

tersebar di beberapa titik, seperti fasilitas tempat ibadah, 

sekolah maupun tempat lapang. Dalam penanganan darurat, 

pemerintah setempat telah mendistribusikan bantuan logistik 

dan penyelamatan serta evakuasi warga terdampak. BPBD 

DKI Jakarta mendirikan pos lapangan di Universitas 

Borobudur dengan kekuatan 40 personel.  
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Gambar 17. Suasana masjid di Universitas Borobudur yang dijadikan tempat 

mengungsi warga Cipinang Melayu yang terdampak banjir (sumber: 
(Kompas.com/Sonya Teresa) 

 
Pada bencana erupsi disertai awan panas guguran (APG) 

Gunung Semeru pada Desember 2022, pengungsian warga 

tersebar tersebar di 21 titik yang tersebar di sejumlah balai 

desa dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Limajang, 

Jawa Timur. "Berdasarkan pendataan kami tercatat ada 21 

titik yang digunakan warga untuk mengungsi yakni sejumlah 

balai desa, masjid, lapangan, dan lembaga pendidikan yang 

tersebar di Kecamatan Candipuro," kata Sekretaris 

Kecamatan Candipuro Abdul Aziz. 
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Gambar 18. Para pengungsi erupsi Gunung Semeru, sejumlah warga 

terdampak abu vulkanik dari awan panas guguran (APG) Gunung Semeru 
mengungsi di Kantor Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Minggu 4 

Desember 2022.  
Sumber: antaranews.com/umarul faruq 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan 

kawan kawan pada jurnal Potensi Bangunan Publik Sebagai 

Tempat Evakuasi Sementara Pada Saat Bencana Erupsi 

Gunung Merapi, dituliskan bahwa fasilitas umum yang 

dipakai saat bencana adalah bangunan keagamaan (masjid 

dan gereja), balai desa/balai warga serta bangunan 

pendidikan. 

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007, dalam 

penyelenggaraan penganggulangan bencana terdapat potensi 

terjadinya bencana meliputi kesiap siagaan yang dilakukan 

untuk memastikan upaya dan tepat dalam menghadapi 

kejadian bencana salah satunya dengan penyiapan lokasi 

evakuasi. Hal ini didukung oleh Perka BNPB no.4 tahun 2008 

yang menyebutkan bahwa perencanaan daerah penampungan 
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sementara atau lokasi evakuasi menjadi salah satu tindakan 

pencegahan yang tergolong mitigasi aktif. Lokasi evakuasi 

dapat berupa titik kumpul (assembly point) atau Titik Kumpul 

Sementara (TES). 

Berkaitan dengan penanganan bencana-bencana yang 

diuraikan di atas, peran pemerintah dan masyarakat sangat 

diperlukan. Pemerintah dalam hal ini diwakili oelh BNPB dan 

BPBD yang langsung mengambil tindakan saat bencana 

terjadi, sementara partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan kesadaran dalam rangka  mengurangi 

dan menghindari resiko bencana, karena masyarakatlah yang 

mengalami langsung saat bencana terjadi. 

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang 

Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa mitigasi 

dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat 

yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan tersebut 

dilakukan melalui: 

a.  pelaksanaan penataan ruang; 

b.  pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, 

tata bangunan; dan 

c.  penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan 

pelatihan baik secara konvensional maupun modern. 
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Selama ini daerah yang mengalami bencana telah 

melakukan beberapa penyelesaian tentang alokasi pengungsi 

yang memanfaatkan tanah milik PEMDA di beberapa fasilitas 

umum dan sosial kota seperti ruang terbuka hijau (yang 

merupakan bagian perencanaan kota dari zaman dahulu 

sebagai pusat kota /Alun-alun terutama kota –kota di Pulau 

Jawa) , fasilitas ibadah ( masjid raya kota dengan pelataran 

yang cukup luas dan bisa disulap menjadi ruang tamping 

pengungsi korban bencana   fasilitas pendidikan / lahan 

sekolah yang lokasinya cukup dekat untuk menevakuasi 

korban bencana yang kemudian di sulap menjadi kamp. 

Pengungsian dengan mendirikan tenda-2 darurat BPBD 

dengan fasilitas umum dan sosial kota berskala prioritas 

yakni untuk dapur umum, anak kecil, orang tua /jompo dan 

ibu hamil dan orang -2 berkebutuhan khusus lainnya  

Dalam Perencanaan penataan ruang  Kota nya banyak 

PEMDA yang belum memasukkan secara khusus lokasi 

pengungsian karena pemetaan kawasan bencananya sendiri 

sulit diprediksi secara berkelanjutan. Entah sampai kapan 

action plan PEMDA dalam mengantisipasi Mitigasi bencana 

yang terjadi di wilayahnya masing-2 itu belum menjadi skala 

prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaannya  selama 

masih berasumsi bencana terjadi tidak setiap tahun ataupun 
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5-10 tahunan yang skala prioritas PEMDA lebih kepada 

peningkatan pendapatan daerah untuk mensejahterakan 

masyarakatnya  

Seperti halnya yang pernah terjadi bencana kawasan liquid 

faksi tahun 2018 lalu yang terjadi di kota PALU yang infonya 

sudah ada datanya dari LITBANG LIPI lokasi tersebut timbul 

dari endapan sedimen pasir yang di develop menjadi kawasan 

pemukiman (memenuhi kebutuhan rumah tinggal daerah) 

sedangkan sedimen yang terjadi di pinggir laut kota Palu 

tersebut oleh pemda PALU dinomor akhirkan skala prioritas 

antisipasi jika terjadi bencana , mungkin pejabatnya menolak 

/menafikkan bencana yang akan terjadi / timbul d lokasi 

tersebut , dengan asumsi  mudah-2 an tidak terjadi pada saat 

kepemimpinannya , jika terjadi pun akan menjadi bencana 

nasional dan akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat 

nantinya/ BNPB .Padahal yang diangkat disini adalah 

kesiapan PEMDA setempat  mencarikan lokasi sebagai 

sarana prasarana yang merupakan fasilitas umum dan sosial 

daerah yang aman dari bencana dari kondisi alamnya yang 

dapat menyengsarakan masyarakatnya  jika terjadi. Contoh 

Studi Kasus Bencana Likuidfaksi di Palu September 2018 
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Gambar 19. Kota Palu before dan after bencana Likuifaksi 

Sumber: Youtube Tribune video.com, BBC News, Dream.co.id (2018) 
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Dalam  hal ini sebagai perencana dalam mengantisipasi 

bencana seperti umumnya harus melakukan trace/ jejak  

sejarah bencana besar apa saja yang pernah terjadi di daerah-

2 tersebut , masuk kan  dalam RUTR Nasional , di turunkan 

ke RTRW / provinsi dan RTRK / kabupaten /Kota lebih detail 

ke UDGL / RTBL kawasan , pemukiman, perkantoran , 

perdagangan , dlsb,  dan hal ini juga tersosialisasikan dengan 

mudah di mengerti ke masyarakat setempat , PEMDA , ATR 

/BPN, dan pengusaha developer berizin  lengkap dengan 

AMDAL nya yang mempunyai keinginan mengembangkan 

kawasan yang aman bagi penghuninya. 

Melengkapi Kota / kawasan dengan infrastruktur yang 

tangguh  ( drainase air limbah kota ) dan layanan dasar 

masyarakat seperti antara lain akses jalan aman dan nyaman 

ke tempat- tempat  fasilitas umum dan sosial kota dengan 

mudah digunakan (menggunakan publik transportasi), 

mendapatkan air bersih dan tempat limbah yang terencana 

akan  menjadi andalan dalam perencanaan perkembangan 

kota berbasis kebencanaan yang siap tanggap darurat. 
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9. Pemanfaatan Teknologi Arsitektur Tanggap 

Bencana 
Oleh Frits Ontang Poedjianto Siregar 

 
“As an architect, you design for the present, with an awareness of the past, 

for a future which is essentially unknown” – Norman Foster 

 

Seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan 

teknologi, kebutuhan akan kemudahan pada sebuah 

bangunan dengan dukungan teknologi otomatis semakin 

meningkat. Teknologi otomatis ini memberikan kemudahan 

bagi penghuni/pengguna bangunan dan dapat meminimalisir 

penggunaan energi dengan baik. Bangunan pintar merupakan 

sebuah konsep teknologi otomatis pada bangunan yang dapat 

memberikan kenyamanan dan efisiensi. Konsep bangunan 

pintar memiliki nilai investasi awal yang tidak sedikit dan 

tidak murah, namun sangat banyak manfaat yang dapat 

diperoleh dengan menerapkan konsep tersebut (Nurdiansyah 

dkk, 2016).  

Bangunan pintar bukanlah sebuah produk akan tetapi suatu 

pendekatan desain dengan pemikiran jauh ke depan, yaitu 

menerapkan paduan harmonis antara otomasi, komunikasi, 

dan perencanaan lingkungan agar tercipta bangunan 

komersial/perkantoran yang benar - benar baik. Selain 
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seluruh komponen gedung dirancang agar fleksibel dan 

terpadu, sistemnya juga diatur supaya benar-benar ekonomis 

dan efektif (Hendrananta & Thahir, 2019).  

Kata pintar atau cerdas pertama kali digunakan di Amerika 

Serikat pada awal tahun 1980-an untuk menggambarkan 

suatu bangunan pintar. Seiring dengan perkembangnan 

teknologi informasi, dan permintaan pelayanan yang semakin 

tinggi dari para pemilik maupun pengguna bangunan 

terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan, sehingga 

tercipta sebuah konsep tentang bangunan pintar atau lebih 

dikenal dengan sebutan Smart Buliding. Konsep ini lahir 

sebagai akibat dari meningkatnya kesejahteraan manusia dan 

perubahan pola hidup modern yang menuntut tingkat 

pelayanan dan pengelolaan lingkungan bangunan, dimana 

sangat mempengaruhi pada kesejahteraan dan pelayanan di 

tempat kerja, selanjutnya akan mempengaruhi pada 

produktifitas, moralitas dan kepuasan (Wong & Wang, 2005). 

Konsep dasar dari suatu Bangunan pintar yaitu desain 

berkelanjutan (Sustainable Design) harus memperhatikan 

unsur-unsur sosial, teknologi dan lingkungan dengan 

mengintegrasikan beberapa sub-sistem pada bangunan secara 

sinergis, seperti : sistem otomasi bangunan, sistem HVAC, 

sistem pencahayaan, sistem transportasi, sistem pencegahan 



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 89 

kebakaran, sistem keamanan, sistem komunikasi dan sistem 

penghematan energi. Dengan adanya desain berkelanjutan 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

perpindahan tempat bagi para penghuni, pengguna, 

menyediaan sarana dan prasarana penunjang bangunan 

berupa perlengkapan maupun peralatan dalam bangunan, 

serta menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang segala kegiatan pada sistem informasi. Konsep 

bangunan pintar memiliki nilai investasi awal yang tidak 

sedikit dan tidak murah, namun sangat banyak manfaat yang 

dapat diperoleh dengan menerapkan konsep tersebut. 

Kenyamanan dan kemudahan yang diberikan konsep 

bangunan pintar merupakan langkah peningkatan layanan 

bangunan yang dapat diterapkan pada beberapa elemen 

bangunan (Mannan & Muchlis, 2001).  

Berdasarkan penjelasan diatas banyak sekali keuntungan 

yang bisa didapatkan jika Indonesia mampu menerapkan 

konsep bangunan pintar, namun saat ini bangunan pintar yang 

ada di indonesia belum begitu banyak. Oleh karena itu 

Indonesia harus terus mencoba untuk mengembangkan 

konsep bangunan pintar terutama pada bangunan publik dan 

komersil. Untuk mengetahui penjelasan tentang bagaimana 
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karakteristik bangunan pintar dan penerapannya di Indonesia 

akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. 

Karakteristik Bangunan Pintar  

Bangunan pintar menerapkan integrasi teknologi berupa 

suatu perangkat berteknologi otomatisasi yang hemat enegi 

meliputi utilitas, keamanan, dan telekomunikasi bangunan 

yang memungkinkan dapat di program sesuai kebutuhan dan 

dapat dikontrol secara terpusat dan dilakukan otomatis. 

Sebuah bangunan pintar memiliki sistem pengendalian 

otomatis, dimana pemilik maupun pengguna bangunan dapat 

menikmati keuntungan secara finansial dan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan maupun pengelolaan. 

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas, sebuah bangunan 

pintar harus memenuhi tiga persyaratan utama yaitu (Wong 

& Wang 2005):  

a) Bangunan harus memiliki sistem otomasi terkini untuk 

memantau berbagai macam fasilitas yang diperlukan, seperti 

pendingin udara, ventilasi, pencahayaan, keamanan 

kebakaran dan sebagainya, sehingga tercipta suasana 

lingkungan yang nyaman dan aman bagi para pengguna;  

b) Bangunan harus memiliki infrastruktur jaringan yang baik 

antar lantai gedung, sehingga arus data dapat dialirkan 

dengan lancar; bangunan pintar juga bisa di aplikasikan ke 
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dalam tanggap bencana dengan menggunakan atau 

memanfaatkan berbagai macam teknologi yang bermunculan. 

Beragam bencana yang berpotensi terjadi karena di sebabkan 

oleh ketidak seimbangan alam seperti angin putting beliung, 

tsunami, gunung Meletus dan gempa bumi. Kemudian ada 

juga bencana yang di sebabkan oleh perilaku manusia seperti 

banjir bandang, tanah longsor dan kebakaran.  

Dengan adanya pemikiran-pemikiran baru dari para ahli 

dengan di dukung teknologi. Bencana-bencana yang sering 

terjadi di akibatkan perilaku manusia bisa di atasi dengan 

kemungkinan pengevakuasian lebih terarah sehingga resiko 

cedera dan kematian lebih kecil. 

Pemanfaatan teknologi pada bangunan tanggap bencana 

berupa hidrolik terhadap banjir, system pegas terhadap gempa 

bumi, system kedap udara terhadap kebakaran dan system 

pencahayaan terhadap evakuasi bencana. Yang di 

klasifikasikan sebagai berikut. 

Pemanfaatan hidrolik terhadap banjir 

Sistem hidrolik adalah suatu sistem mesin yang 

memanfaatkan zat cair (umumnya oli) sebagai tenaga 

penggerak. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk 

perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan 

media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya 
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yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Fluida 

diubah tekanannya oleh pompa hidrolik yang kemudian 

diteruskan ke komponen silinder kerja melalui pipa-pipa 

saluran dan katup-katup. Oleh sebab itu, tercipta gerakan 

translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan 

oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk 

gerak maju dan mundur.  

Saat ini pemanfaatan sistem hidrolik sudah sangat luas, Anda 

bisa menemukannya di berbagai bidang, mulai dari properti 

hingga otomotif. Bahkan Anda mungkin sudah pernah 

memanfaatkannya, seperti saat menggunakan dongkrak atau 

mesin press. Tapi bagaimana jika mesin hidrolik di 

manfaatkan untuk mengatasi banjir. 

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat 

kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan 

air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya 

kering. 

Banjir sering terjadi di kota-kota besar dengan permukaan 

tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut dan 

minim resapan air. Banjir bisa menerjang daerah pemukiman 

penduduk dan tak sedikit menelan korban jiwa. 

Menurut analisis Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia 

menempati posisi keenam negara dengan 80 persen dari total 
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populasi terdampak banjir setiap tahunnya. Situs ini 

menampilkan data 15 negara paling rentan dan semuanya 

adalah negara paling tidak berkembang atau berkembang. 

India menempati urutan pertama, disusul Bangladesh dan 

China. 

Pemanfaatan system hidrolik yaitu untuk mengangkat rumah 

dengan ketinggian tertentu untuk meminimalisir terjadinya 

resiko kecelakaan, baik dari manusia dan rumah itu sendiri. 

 
Gambar 20. Bangunan dengan Sistem Hidrolik 

(Sumber : Analisis, 2023) 
 
Pemanfaatan system Pegas terhadap Gempa 

Sistem pegas adalah suatu mekanisme yang menggunakan 

pegas untuk menyimpan dan mengembalikan energi potensial 

elastis saat diberikan gaya atau tekanan pada sistem tersebut. 

Pegas adalah benda elastis yang memiliki kemampuan untuk 

meregang saat diberikan gaya dan kembali ke bentuk semula 
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ketika gaya tersebut dicabut. Ini adalah sifat yang disebut 

elastisitas. 

Sistem pegas umumnya terdiri dari dua elemen penting: 

pegas itu sendiri dan objek yang terhubung ke pegas tersebut. 

Ketika gaya diberikan pada objek, pegas akan meregang atau 

mampu bergerak sesuai arah yang berlawanan dengan gaya 

yang diterima. Proses ini mengakibatkan penyimpanan energi 

potensial elastis di dalam pegas. Ketika gaya ditarik atau 

dilepaskan dari objek, pegas akan kembali ke bentuk semula 

dan energi yang tersimpan akan dilepaskan kembali, sering 

kali dalam bentuk gerakan balik yang cepat.  

Sistem pegas dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai disiplin ilmu, 

termasuk fisika, teknik, dan industry seperti suspensi pada 

kendaraan, senar yang di petik pada gitar, pintu dorong di 

rumah, atau menjaga tekanan pada mesin tertentu. Tapi 

bagaimana jika system pegas di manfaatkan untuk bangunan 

tahan gempa.  

Gempa bumi, yang juga dikenal sebagai gempa atau seismic, 

adalah fenomena alam yang terjadi ketika terjadi pergerakan 

tiba-tiba di dalam kerak bumi. Pergerakan ini menghasilkan 

getaran yang merambat melalui bumi dan bisa dirasakan di 

permukaan dalam bentuk guncangan atau goncangan. Gempa 
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bumi adalah salah satu hasil dari dinamika bumi yang terus 

berubah. Penyebabnya sering terjadi di karenakan pergeseran 

lempengan bumi, aktivitas vulkanik , dan aktivitas manusia. 

Pemanfaatan system pegas yaitu untuk meredam guncangan 

berlebihan pada bangunan yang di sebabkan oleh gempa 

bumi dengan tujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan 

baik pada manusia maupun bangunan itu sendiri. 

 

 
 

Gambar 21. Bangunan pemanfaatan sistem pegas 
(Sumber : https://tekno.tempo.com) 
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Pemanfaatan Sistem kedap udara terhadap kebakaran 

Kata Kedap berarti tertutup rapat, maka kedap udara adalah 

tertutup rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh udara. 

Sistem kedap udara digunakan untuk mencegah penyebaran 

udara, suara, panas, asap, dan bahan-bahan berbahaya dari 

satu area ke area lain. Ini memiliki banyak aplikasi di 

berbagai bidang, termasuk dalam konstruksi bangunan, 

industri, kesehatan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa 

aplikasi umum dari sistem kedap udara: 

1. Industri dan Manufaktur: Di lingkungan industri, 

sistem kedap udara digunakan untuk mengontrol aliran 

udara dan debu, mengisolasi bahan-bahan berbahaya, 

serta mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh mesin 

dan proses manufaktur. 

2. Rumah Sakit dan Instalasi Kesehatan: Di lingkungan 

medis, sistem kedap udara membantu mencegah 

penyebaran infeksi dan penyakit dengan 

mempertahankan isolasi udara antara ruang perawatan, 

ruang operasi, dan area yang berisiko tinggi. 

3. Transportasi: Dalam industri transportasi, sistem kedap 

udara digunakan dalam pesawat terbang, kereta, dan 
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kendaraan lain untuk memastikan kenyamanan 

penumpang dan mengurangi suara dari lingkungan luar. 

4. Laboratorium dan Penelitian: Di laboratorium dan 

fasilitas penelitian, sistem kedap udara digunakan untuk 

menjaga lingkungan yang terkontrol dan mencegah 

kontaminasi silang antar-ruang yang membutuhkan 

kondisi lingkungan yang berbeda. 

Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada 

tempat yang tidak kita kehendaki. Kebakaran juga bisa di 

artikan sebagai sebuah bencana yang lebih banyak 

disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) dengan 

dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya 

usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan 

bahkan korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran 

yang menimpa bangunan perumahan/pemukiman penduduk 

pada umumnya terbakar habis karena menggunakan 

bahan/elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada 

bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan 

sisa rangka fisik. 

Sistem kedap udara juga bisa di gunakan ke dalam penangan 

kebakaran dengan tujuan membuat  sekat agar api tidak 
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menjalar lebih jauh. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

resiko kematian dan kerugian harta benda. 

Sistem kedap udara dalam instalasi proteksi kebakaran 

merujuk pada penggunaan segel dan bahan tahan api untuk 

mencegah penyebaran api, asap, dan panas dari satu area ke 

area lain dalam gedung atau struktur. Ini adalah langkah 

penting dalam melindungi nyawa manusia, properti, dan aset 

berharga dari bahaya kebakaran. 

Sistem kedap udara dalam instalasi proteksi kebakaran 

merujuk pada penggunaan segel dan bahan tahan api untuk 

mencegah penyebaran api, asap, dan panas dari satu area ke 

area lain dalam gedung atau struktur. Ini adalah langkah 

penting dalam melindungi nyawa manusia, properti, dan aset 

berharga dari bahaya kebakaran. 

Beberapa cara di mana sistem kedap udara diterapkan dalam 

instalasi proteksi kebakaran meliputi: 

1. Pintu dan Jendela Kedap Udara: Pintu dan jendela 

tahan api yang dirancang khusus digunakan untuk 

memisahkan area yang terancam kebakaran dari area 

aman. 

2. Penghalang Kedap Udara: Bahan tahan api, seperti 

panel intumescent atau bahan pengembang yang 

membengkak saat terpapar panas, digunakan untuk 
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menutup atau menyegel celah dan lubang di dinding, 

lantai, atau langit-langit. Hal ini membantu mencegah 

perambatan api dan panas melalui celah-celah tersebut. 

3. Sistem Ventilasi Khusus: Sistem ventilasi kedap udara 

dirancang untuk mencegah penyebaran asap ke area yang 

aman. Dalam situasi kebakaran, sistem ini mengalihkan 

aliran udara sehingga asap tidak masuk ke area yang 

terancam. 

4. Perangkat Deteksi dan Pemicu: Sistem proteksi 

kebakaran modern sering kali mengintegrasikan 

perangkat deteksi asap dan panas yang terhubung dengan 

perangkat pemicu, seperti pintu penutup otomatis dan 

sprinkler otomatis. Jika detektor mendeteksi bahaya, 

perangkat ini akan aktif dan membantu mengaktifkan 

sistem kedap udara serta langkah-langkah proteksi 

lainnya. 
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Gambar 22. Bangunan pemanfaatan sistem kedap udara 

(Sumber : Bangunan pemanfaatan sistem pegas) 
 

Pemanfaatan system pencahayaan terhadap evakuasi 

Pencahayaan adalah aspek penting dalam lingkungan kita 

yang melibatkan penambahan cahaya ke dalam ruang atau 

area tertentu. Ini melibatkan penggunaan sumber cahaya, 

seperti lampu, untuk menerangi lingkungan, memungkinkan 

kita untuk melihat dengan jelas dan menciptakan suasana 

yang diinginkan. Pencahayaan memiliki pengaruh yang 

signifikan pada kenyamanan, produktivitas, estetika, dan 

kesejahteraan kita.  

Pencahayaan memiliki berbagai aplikasi: 

1. Rumah: Pencahayaan di rumah melibatkan 

penggunaan lampu dan pencahayaan alami untuk 
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memberikan suasana yang nyaman dan berfungsinya 

kegiatan sehari-hari. 

2. Kantor: Pencahayaan di lingkungan kerja penting 

untuk produktivitas dan kesejahteraan karyawan. 

Pencahayaan yang baik dapat mengurangi kelelahan 

mata dan meningkatkan konsentrasi. 

3. Industri: Dalam lingkungan industri, pencahayaan 

penting untuk keamanan dan efisiensi pekerjaan. 

4. Pertokoan: Pencahayaan di toko dan pusat 

perbelanjaan berperan dalam menciptakan atmosfer 

yang menarik dan memastikan produk terlihat dengan 

baik. 

5. Ruang Publik: Pencahayaan di taman, jalan, dan 

tempat umum lainnya penting untuk keamanan dan 

navigasi orang. 

6. Seni dan Arsitektur: Pencahayaan juga digunakan 

dalam seni dan desain arsitektur untuk menciptakan 

efek visual dan emosional tertentu. 

Pencahayaan juga bisa di gunakan dalam kepentingan 

tanggap bencana dalam hal evakuasi. Bertujuan untuk 
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mengurangi korban jiwa dengan mengutamakan evisiensi 

waktu. 

Pencahayaan eksit dan tanda arah 

Pencahayaan eksit dan tanda arah merupakan pencahayaan 

buatan dan tanda arah pada jalur perjalanan menerus ke 

tempat yang aman untuk keperluan evakuasi pada saat 

bencana atau keadaan darurat lainnya. 

Sumber daya listrik darurat pada pencahayaan eksit, tanda 

arah eksit dan tanda-tanda arah di lokasi di atas dilengkapi 

dengan baterai terpisah (sistem titik tunggal) atau pasokan 

baterai sentral yang didukung oleh generator siaga 

Terdapat paling sedikit 2 pencahayaan darurat dalam lobi 

bebas asap, lobi pemadam kebakaran dan koridor dengan 

tanda arah eksit 

Terdapat paling sedikit 1 pencahayaan darurat di setiap 

bordes tangga eksit. 

Lebar penandaan photoluminescent/pita paling sedikit 50 mm 

yang ditempatkan pada level terendah 

Bagian bawah tanda pada level rendah tidak boleh kurang 

dari 150 mm atau tidak lebih dari 400 mm di atas level lantai. 

Pencahayaan di gabungkan antara pencahayaan dengan 

bantuan tenaga bateray dan cahaya yang menggunakan bahan 

fosfor. 
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Gambar 23.  Sistem Pemanfaatan Pencahayaan terhadap Evakuasi 

Sumber : https://safetysign.co.id 
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10. Membangun Kapasitas Masyarakat 
Perkotaan Dalam Menghadapi Bencana 

 
Oleh Daniel Mambo Tampi 

 
"There is no power for change greater than a community discovering what 
it cares about." – Margaret J. Wheatley 
 
Berdasarkan kamus Merriam-Webster pemberdayaan 
masyarakat atau dalam Bahasa Inggris disebut Empowerment 
memiliki beberapa arti antara lain: tindakan atau aksi 
memberdayakan seseorang atau sesuatu mencakup 
pemberian kuasa, hak, atau wewenang untuk melakukan 
berbagai tindakan atau tugas. Kedua adalah  keadaan 
diberdayakan untuk melakukan sesuatu: kekuatan, hak, atau 
otoritas untuk melakukan sesuatu (Nainggolan, 2019). Dari 
pengertian tersebut maka pelaksanaan pemberdayaan 
dilakukan oleh aktor yang berfungsi sebagai pemberi 
wewenang tetapi sekaligus juga memberi penguatan dan hak-
hak dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu serta aktor 
lainnya yang siap menjalankan aksi berdasarkan otoritas yang 
diberikan. 
 
Program-program pemberdayaan menjadi penting ketika 
masyarakat dituntut untuk ‘berdaya’ secara mandiri pada saat 
mengalami berbagai guncangan yang dapat memengaruhi 
kehidupan bermasyarakat pada aspek sosial, ekonomi,  
lingkungan.  Aspek Kesehatan mulai menjadi fokus pada saat 
terjadinya bencana pandemi Covid-19 khususnya masyarakat 
yang tinggal di wilayah perkotaan. Aspek-aspek tersebut 
memiliki beberapa kerentanan dan beberapa risiko yang dapat 
berdampak pada aktivitas perkotaan serta perlu didukung 
oleh kapasitas adaptasi. Berikut ini diagram kerentanan, 
risiko dan dampak perubahan iklim serta indikator penilaian 
yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
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Gambar 24. Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim + Indikator Penilaian 
Kerentanan Sosial Ekonomi (sumber: KLHK, 2020)  

 
Kerentanan merupakan kecenderungan suatu sistem untuk 
mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas 
terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi 
untuk mengatasi dampak negatif. Dalam konteks perubahan 
iklim, kerentanan merupakan perkiraan besar dampak buruk 
yang timbul akibat keragaman dan perubahan iklim. 
Kerentanan menunjukkan besarnya selang toleransi (coping 
range) sistem terhadap perubahan iklim. Apabila perubahan 
iklim melewati selang toleransi dari sistem tersebut, maka 
sistem tersebut dikatakan sudah rentan (vulnerable) terhadap 
perubahan iklim. Semakin sempit selang toleransi, maka 
semakin rentan sistem tersebut terhadap dampak perubahan 
iklim.  
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Dalam konteks kebencanaan, kerentanan adalah sekumpulan 
faktor-faktor berkontribusi (kependudukan, kesejahteraan 
keluarga dan akses sumber daya) yang berpengaruh terhadap 
peningkatan risiko dampak bencana. Penyusunan kajian 
kerentanan dan risiko iklim dilakukan untuk memetakan 
tingkat kerentanan dan risiko iklim historis dan masa depan 
pada suatu wilayah dan/atau sektor spesifik (target cakupan), 
sebagai dasar penyusunan pilihan adaptasi yang perlu 
dilakukan untuk mengurangi potensi dampak negatif 
perubahan iklim dan bila dimungkinkan untuk memanfaatkan 
peluang dampak perubahan iklim pada suatu wilayah 
dan/atau sektor spesifik. 
 
Studi tentang kapasitas dalam menghadapi bencana covid-19 
menunjukkan bahwa terdapat hal yang paling penting yaitu 
bagaimana masyarakat memiliki pemahaman yang baik 
tentang suatu bencana selanjutnya adalah sikap dan tindakan 
yang perlu dilakukan (Suhernigtyas et al, 2021). Berdasarkan 
analisis ketahanan kota terhadap bencana di Balikpapan 
menunjukkan bahwa kriteria strategi khususnya perencanaan 
kapasitas masyarakat sangat penting untuk menghadapi 
berbagai bencana perkotaan (Aryaningsih et al, 2021). 
Sebuah studi di Semarang menunjukkan bahwa upaya 
peningkatan kapasitas kota (mitigasi non-struktural) 
dilakukan dengan menyediakan pendidikan kebencanaan, 
mengukur parameter pengurangan faktor risiko dasar, dan 
parameter kesiapsiagaan di seluruh lini. Kemudian kebijakan, 
kapasitas teknis dan mekanisme penanganan darurat bencana, 
melalui relawan-relawan yang melaksanakan praktik 
penanganan darurat bencana. Salah satu bentuk kesiapsiagaan 
masyarakat adalah pembentukan kelompok siaga kencana 
(KSB) yang berfungsi untuk mengorganisir masyarakat 
ketika menghadapi bencana (Safitri, 2021).  
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Ketahanan kota terhadap bencana berbeda-beda pada setiap 
Wilayah, sehingga diperlukan kapasitas yang optimal dalam 
memastikan level ketahanannya. Berbicara tentang kapasitas 
maka berikut ini beberapa referensi yang dapat menjelaskan 
kapasitas masyarakat dalam konteks menghadapi ancaman 
bencana antara lain:  Ketahanan dapat terwujud dengan baik 
manakala komponen masyarakat memiliki kemampuan atau 
kapasitas yang baik pula dalam menghadapi gangguan yang 
terjadi. Kapasitas Ketahanan masyarakat yang kuat dalam 
menghadapi bencana tentunya akan dapat mengurangi resiko 
bencana. Kapasitas ketahanan masyarakat yang semakin 
besar tentunya akan memperkecil dampak bencana yang 
ditimbulkan. Kapasitas ketahanan masyarakat menjadi hal 
yang penting agar resiko bencana dapat ditekan dan 
masyarakat lebih kuat dalam menghadapi bencana yang 
datang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketahanan 
masyarakat dalam menanggulangi bencana tergantung dari 
kapsitas ketahanan atau penanganan yang dilakukan oleh 
masyarakat itu sendiri (Hidayati, 2021). 
 
Seberapa besar kapasitas tersebut harus didukung oleh 
seberapa masif program-program pemberdayaan masyarakat 
di perkotaan dalam konteks penanggulangan bencana. Studi 
tentang pengurangan risiko di Kota Padang menunjukkan 
terdapat aspek pada pemberdayaan masyarakat yang belum 
optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih tingginya 
ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, konsistensi 
terhadap program pelatihan dan pendampingan dan capaian 
yg belum optimal serta belum adanya pedoman khusus di 
masing-masing perkotaan dan prioritas bencana pada masing-
masing kota (Anggun, 2020).  
 
Aktor tertentu misal seperti Perguruan tinggi yang bisa saja 
melakukan inovasi pada riset-risetnya dalam mengembangan 
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ilmu pengetahuan atau teknologi untuk menanggulangi 
bencana. Salah satu contoh penanggulan bencana banjir yaitu 
dengan adanya pemasangan lubang-lubang biopori dengan 
segala manfaat lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu 
bentuk kapasitas yang mungkin masih dalam skala kecil 
tetapi juga berpotensi memiliki dampak positif di masa depan 
karena meningkatkan kesadaran dan adaptasi dengan 
ancaman bencana lainnya (Merta et al, 2022). Program-
program yang diorganizir di dalam masyarakat perkotaan 
perlu didukung dengan modal sosial yang kuat. Berikut ini 
beberapa konsep modal sosial yang dapat dilakukan: 
 

 
 

Gambar 25. Aspek Modal Sosial (Sumber: Google, 2023) 
 

Modal sosial yang ada terkait jejaring (network), belonging 
(rasa memiliki), keamanan (safety), Cmbal balik (reciprocity), 
parCsipasi (parCcipaCon), kekuatan masyarakat (ciCzen 
power), nilai-nilai (values), dan keberagaman (diversity). 
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Berdasarkan hasil perbandingan dalam studi Ketahanan 
Komunitas di Kota Semarang diketahui bahwa modal sosial 
yang kuat akan cenderung membentuk ketahanan 
komunitas yang kuat juga (Norzistya et al, 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 111 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana 112 

11. Pentingnya manajemen Risiko Bencana 
Alam dan Non-Alam di Perkotaan 

 
Oleh Cynthia Erlita Virgin Wuisang 

 
Kota dengan berbagai dinamikanya perkembangan dan 
perubahannya selalu mengalami berbagai isu dalam berbagai 
aspek sehingga Masyarakat yang tinggal di wilayah 
perkotaan sudah harus siap menghadapi berbagai tantangan 
dan resiko. Salah satu aspek krusial dalam tata ruang kawasan 
perkotaan adalah yang berhubungan dengan kebencanaan. 
Masyarakat mau tidak mau harus siap dan memiliki 
ketahanan menhadapi berbagai kemungkinan dan resiko yang 
akan dialami. Bencana (disaster) sebagai rangkaian peristiwa 
yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam 
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang akan 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis 
(UU No. 24 Tahun 2007). Ada 4 jenis bencana yaitu: Bencana 
alam, yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 
longsor; dan Bencana non alam yaitu bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam 
antara lain berupa gagal teknologi,gagal modernisasi. dan 
wabah penyakit; Selain itu terdapat juga Bencana sosial, yaitu 
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
Masyarakat; dan Kegagalan teknologi, sebagai sebuah 
kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan dalam 
desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia 
dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang 
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menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban 
jiwa, dan kerusakan lainnya. 
Bencana digolongkan berdasarkan penyebabnya (Amhar dan 
Darmawan, 2007) yaitu: 
Pertama, Bencana Geologis, yang terdiri dari: Earthquake 
(gempa bumi), yaitu peristiwa pelepasan energi yang 
menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi 
secara tiba-tiba. Waktu terjadinya gempa bumi tidak bisa 
diprediksi. Tsunami, yang disebabkan oleh gempa bumi di 
laut dalam kondisi tertentu, selain dapat juga oleh letusan 
gunung api bawah laut atau jatuhnya asteroid besar ke dalam 
laut. Kapan tsunami akan menghantam daratan dapat 
diprediksi sehingga dapat dibuat Early Warning System. 
Volcano, yaitu aktivitas vulkanik (gunung api) yang waktu 
kejadiannya dapat diprediksi dengan baik karena aktivitas 
gunung api yang selalu dipantau. Landslide (longsor), waktu 
kejadiannya tidak bisa diprediksi namun tanda-tanda tanah 
yang akan longsor biasanya dapat dideteksi. Kedua, Bencana 
Meteorologis, yaitu fenomena alam yang dapat diprediksi 
cukup baik setelah ada sistem pemantauan yang terpadu 
dengan stasiun pemantau dan satelit cuaca. Bencana 
meteorologis juga selalu memiliki interaksi dengan aktivitas 
manusia (lahan hijau/ lahan resapan air, drainase, pintu air, 
pompa). Bencana Meteorologis terdiri dari: Flood (banjir), 
yaitu peristiwa ketika debit air (air yang masuk ke suatu 
tempat dari curah hujan, limpahan atau run-up pasang laut) 
lebih besar dari kredit air (air yang keluar dari tempat tersebut 
baik karena meresap ke dalam tanah, diuapkan maupun 
dibuang ke tempat lain. Wave (gelombang laut), yang dapat 
menyebabkan abrasi. Wildfire (kebakaran liar), sebagian 
dapat disebabkan faktor manusia (pembukaan lahan), namun 
kebakaran yang meluas hanya dimungkinkan oleh kondisi 
hutan atau belukar yang kering.  Drought (kekeringan), yang 
umumnya diikuti oleh gagal panen dan Storm (topan). 
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Ketiga, Bencana Anthropogenis, sebagai bencana yang secara 
langsung muncul karena kesalahan, kesengajaan atau 
kelalaian manusia yang berakibat luas pada lingkungan. 
Bencana anthropogenis misalnya kerusakan industri (contoh 
kerusakan pabrik kimia di Bhopal atau ledakan PLTN di 
Chernobyl) atau kecelakaan transportasi. Bencana 
anthropogenis lain yang dapat terjadi misalnya terorisme, 
sabotase, kerusuhan dan konflik sosial. 
 
Apa Itu Manajemen Resiko Bencana 
Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut 
dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah 
yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana 
serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, 
penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana 
(UU No.24 Tahun 2007). 
Manajemen Resiko Bencana adalah pengelolaan bencana 
sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan. Carter (2008) 
menjelaskan bahwa Manajemen Risiko Bencana adalah 
pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan 
(aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara 
sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan 
tindakan-tindakan (measures), terkait dengan pencegahan 
(preventif), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat 
dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana 
merupakan hal-hal yang penting bagi Manajemen puncak 
yang meliputi perencanaan (planning pengorganisasian 
(organizing), kepemimpinan (directing) pengorganisasian 
(coordinating) dan pengendalian (controlling). Jadi, 
Manajemen Risiko Bencana adalah kegiatan yang meliputi 
aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada 
sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal 
sebagai Siklus Manajemen Risiko Bencana (Rahmat 
(2006).Siklus Management Resiko Bencana bertujuan antara 
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lain: Mencegah kehilangan jiwa seseorang, Mengurangi 
penderitaan manusia. Memberikan informasi kepada 
masyarakat dan juga kepada pihak yang berwenang mengenai 
risiko dan Mengurangi kerusakan insfrastruktur utama, harta 
benda dan kehilangan sumber ekonomis lainnya. Tujuan dari 
Manajemen Risiko Bencana di antaranya: Mengurangi atau 
menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa 
yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara, 
mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat 
pemulihan, memberikan perlindungan kepada pengungsi atau 
masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya 
terancam. 
 
Pentingnya Manajemen Resiko Bencana 
Bencana alam yang terjadi di Indonesia dengan segala 
konsekuensinya, memerlukan manajemen risiko bencana 
(disaster risk management) untuk penanganan bantuan 
terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Disadari 
bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum 
mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, 
bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, 
sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut 
seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab 
terhadap bencana tersebut. Bencana alam dan non alam dapat 
dikurangi dengan memberikan Bantuan Bencana. Adapun 
tahapan atau fase dalam bantuan bencana dikenal dengan 
istilah siklus penanganan bencana (disaster management 
cycle). Siklus manajemen bencana menggambarkan proses 
pengelolaan bencana yang pada intinya merupakan tindakan 
pra bencana, menjelang bencana, saat bencana dan pasca 
bencana  
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Gambar 26. Bagan Model Manajemen Bencana  
(Sumber: Penulis, 2023) 

 
Beberapa contoh Siklus Manajemen Bencana (SMB) antara 
lain yang disarankan oleh Wolenksy dan Wolensky (1990) 
yaitu Tahap sebelum bencana (Mitigation and repareness), 
Tahap darurat (immediate pre and post impact), Tahap 
pemulihan jangka dekat (dua tahun), Tahap pemulihan jangka 
Panjang (10 tahun). Waugh (2000) mengemukakan konsep 
siklus manajemen bencana yaitu tahap Peringatan 
(prevention), Tahap Perencanaan dan Persiapan (Planning 
and preparedness), Tahap Tanggap (Response) dan Tahap 
pemulihan (recovery).  
Wolensky and Wolensky (1990) menyebutkan ada 3 tahap 
SMB yaitu Tahap Peringatan, Tahap Emergensi dan Tahap 
Pemulihan. Ketiga contoh siklus manajemen bencana diatas 
dapat menjadi alternatif solusinya. 
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Pemerintah kota perlu 
merencanakan pemberian  
bantuan bencana dimana hal 
ini juga memerlukan 
pentahapannya.  
 
Salah satu Model yang 
banyak diterapkan oleh 
banyak kota yang 
mengalami bencana adalah 
model 4 (empat) fase 
manajemen risiko bencana, 
yaitu; 1. Tahap 
preparedness, 2. Tahap 

mitigation, 3. Tahap response dan 4. Tahap recovery.  
 
Pada fase Kesiapsiagaan (Preparedness) serangkaian 
kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat 
guna dan berdaya guna; pada fase Mitigasi (Mitigation) 
kegiatan dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana 
untuk menangani dampak buruk yang  ditimbulkan, yang 
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
pengurusan pengungsi, penyelematan serta pemulihan 
prasarana dan sarana. Pada fase Tanggap darurat (Response) 
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, 
yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
pengurusan pengungsi, penyelematan serta pemulihan 
prasarana dan sarana.; dan Rehabilitasi/Pemulihan 
(Rehabilitation/recovery) yaitu perbaikan dan pemulihan 
semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai 

“Dalam Manajemen 
Resiko Bencana, pen4ng 
untuk memahami tahap 
Pra-Bencana, Tahap Saat 
Terjadi Bencana (Tanggap 
Darurat – Response dan 
Bantuan Darurat-relief) 
dan Tahap Pasca Bencana 
(Pemulihan – Recovery 
melalui rehabilitasi dan 
Rekonstruksi)” 
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tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan 
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara 
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat 
pada wilayah pasca bencana; fase terakhir, Rekonstruksi 
(Recontruction) yaitu Pembangunan kembali semua 
prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca 
bencana, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan 
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 
perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan 
ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam 
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca 
gempa (UU RI No.24 tahun 2007). 
 
Dalam banyak contoh penanganan bencana di Indonesia hal 
utama yang tidak boleh diabaikan adalah sinergi dan 
koordinasi dari berbagai pihak antara pemerintah dengan 
masyarakat, para relawan dan lembaga swadaya masyarakat 
bahkan dengan Masyarakat internasional. 
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12. Memitigasi Bencana Alam Pada Bangunan 

Publik dan Komersil 
 

Oleh Nova Puspita B. Anggraeni 
 
“Your response to any major event will only be as good as you 
have planned” ― Claire Hunter 

 
Iklim didefinisikan sebagai totalitas semua efek-efek 
meteorologis pada skala waktu panjang yang dibentuk 
oleh interaksi bagian-bagian komponen bumi Salah 
satunya yaitu atmosfer. Selain itu ada hal yang 
diperhatikan terhadap atmosfer yakni dengan adanya 
revolusi industri menjadi suatu perubahan yang 
berdampak pada banyaknya industri menyebabkan 
tingginya polusi udara dan minimnya sumber daya 
pangan. Hal ini yang memicu juga terhadap kekeringan 
lahan hijau sebagai salah satu pemasok air bersih yang 
berkurang. Dapat terlihat juga batasan kondisi kering 
adalah penyimpangan peristiwa meteorologis yang 
ditandai dengan adanya defisit kelembaban tanah yang 
tidak normal dalam jangka waktu yang lama. 
 
Kebijakan tentang penurunan risiko dan kerentanan 
bencana umumnya dilakukan pada tingkat lokal yaitu oleh 
pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu indikator yang 
digunakan untuk mengukur risiko dan kerentanan bencana 
dipilih atas dasar kajian literatur yang intensif dan 
menyeluruh serta kesinambungan ketersediaan datanya 
sekaligus dapat diintervensi melalui kebijakan pemerintah.  
Salah satu menjadi isue kebencanaan atmosferik Kondisi 
yang terjadi  berdampak pada kawasan perkotaan adalah 
kekeringan dan minimnya air bersih yang disebabkan oleh 
kombinasi antara kurangnya jumlah curah hujan (sebagai 
masukan) dan evapotranspirasi (sebagai keluaran). Tanah 
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merupakan salah satu faktor yang menentukan 
kemungkinan terjadinya kekeringan. Pada keadaan tidak 
ada vegetasi dan jika tanah menerima pengaruh radiasi 
matahari dan angin maka evaporasi akan terjadi secara 
langsung lewat permukaannya. Apabila keadaan ini tidak 
terkendali maka dapat menyebabkan kehilangan air yang 
cukup besar dari daerah pertanian baik yang menerima 
irigasi maupun yang tidak teririgasi. Tanda kekeringan 
dimulai dengan berhentinya atau berkurangnya jumlah 
curah hujan dan ketersediaan air tanah. Penyebab 
kekeringan adalah gerak udara turun (subsidensi) akibat 
sel tekanan tinggi Subsidensi menghalangi pembentukan 
awan sehingga kelembapan rendah dan terjadi defisiensi 
(kekurangan) curah hujan.  
 

  
Gambar 27. Sketsa Subsidensi udara atas yang kering dan dirvegensi 
massa udara permukaan yang disebabkan oleh sel tekanan tinggi H 

  
Daerah yang dipengaruhi oleh tekanan tinggi semi-
permanen sepanjang tahun biasanya di daerah gurun, 
misalnya gurun Gobi di Asia, gurun Sahara dan Kalahari 
di Afrika. Benua Maritim Indonesia sebagian kondisi 
iklimnya dipengaruhi oleh variasi sel tekanan tinggi dan 
tekanan rendah yang bergantung pada musim atau migrasi 
tahunan matahari. Kemarau panjang terjadi jika ada 
anomali pola sirkulasi atmosfer skala luas yang 
berlangsung satu bulan atau satu musim atau lebih lama. 
Intensitas kekeringan meningkat jika dibarengi dengan 
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peristiwa El Nino. Untuk itu diperlukan sistem 
penanganan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi 
dalam menangani bencana alam banjir dan kekeringan. 
Apalagi mengingat Indonesia termasuk daerah yang 
menjadi siklus rutin dampak El Nino dan La Nina. Oleh 
karenanya bencana banjir dan kekeringan dapat dipastikan 
terjadi sewaktu-waktu di berbagai wilayah di Indonesia. 
Sistem penanganan yang bersifat komprehensif dan 
integrasi tersebut dapat dibangun melalui sistem 
pendukung keputusan berbasis Remote Sensing (RS) dan 
Geographic Information System (GIS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 28. Sistem Penanganan Komprehensif Berbasis Remote Sensing 
Sumber: Mengelola Risiko Bencana di Negara Maritim Indonesia,ITB 

 
Mitigasi bencana kekeringan air yang dinilai efektif dapat 
dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mitigasi 
jangka pendek, terkait dengan hal-hal teknis yang dilakukan 
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untuk mengantisipasi sementara masalah kekeringan. Cara 
paling mudah antaralain: 
• melakukan distribusi air bersih dengan tangki air,  
• perbaikan pipa,  
• pembuatan sumur bor,  
• merubah / memodifikasi (altering) ancaman / hazard 

(misal upaya menurunkan hujan secara artifisial untuk 
mengatasi kekeringan), 

• pembuatan waduk/ bendungan  
• pompanisasi, dan pembangunan bak-bak penampungan 

air hujan yang dibantu oleh instansi yang terkait seperti 
Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian dan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana. 

 
Mitigasi jangka panjang banyak tergantung pada kebijakan 
politik dan penanggulangan bencana yang lebih kompleks. 
Untuk mitigasi ini dibutuhkan dana yang banyak dan 
komitmen dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah 
maupun pihak-pihak yang terkait. Selain itu dibuatnya 
program-program yang mampu dilaksanakan bersama 
dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait misanya dengan 
dibangunnya bendungan disetiap kabupaten kota, penanaman 
kembali hutan yang gundul dan revitalisasi kawasan hutan 
kota, dan  memaksimalkan ruang hijau di perkotaan. 
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